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A. Latar Belakang  Masalah 
Proses demokratisasi di Indonesia yang berkembang mengarah pada otonomi 
daerah telah menuntut perubahan pelayanan publik  menuju kemandirian suatu daerah 
dalam mengurus rumah tangganya sendiri.  Kebijakan otonomi daerah yang tertuang 
pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah memberikan kewenangan dan 
keleluasaan lebih besar kepada Daerah untuk menetapkan proses investasi daerah 
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin meningkatnya 
perkembangan perekonomian daerah maupun nasional akibat dari globalisasi  serta 
tuntutan yang semakin besar  untuk kehidupan demokratis membuat fungsi public 
relations di Pemerintah Daerah semakin strategis tidak lagi  hanya menjadi corong 
pemerintah pusat pada era orde baru. 
Sudah sejak era orde baru telah terjadi praktek public relations di lingkungan 
instansi pemerintahan yang sangat memprihatinkan.  Dalam aplikasinya di Indonesia 
istilah “Humas” (akronim “hubungan masyarakat”) hanyalah berlaku untuk institusi 
pemerintah sedangkan institusi swasta  lebih banyak menggunakan istilah “public 
relations”. Kondisi ini terjadi karena praktek Humas di instansi pemerintah sudah 
sejak lama  hanyalah sekedar fungsi “penerangan” di era orde baru sedangkan fungsi 
Humas yang sebenarnya hanya dipraktekkan di instansi swasta1.  
Kepentingan politik dan tuntutan penciptaan citra pemerintah di era orde baru 
telah mengakibatkan fungsi “public relations” tidak berjalan dengan baik di instansi 
pemerintah karena ketidakjujuran informasi yang disampaikan pada masyarakat. 
Dengan berjalannya proses demokratisasi ke arah “Good Governance” di setiap 
sektor pemerintah daerah, praktek  public relations telah mengalami perubahan yang 
cukup signifikan dengan pendekatan reinventing governance (mewirausahakan 
birokrasi). Nilai-nilai swasta atau perusahaan dalam rangka meningkatkan 
produktivitas dan pencitraan diri sebagai pelayan publik telah menjadi bagian dari  
pemerintah daerah yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Semakin meningkatnya tuntutan reinventing governance di era reformasi 
membuat fungsi  public relations yang menjadi tugas utama bagian humas di instansi 
pemerintah daerah semakin  kompleks. Di satu sisi peran public relations harus 
mampu menegakkan citra daerah dengan mengundang para investor agar mau  
berpartisipasi membangun perekonomian daerah, di sisi lain public relations juga 
harus mampu mengemban amanat kesejahteraan rakyat yang seringkali mengalami 
perbedaan dua  kepentingan tersebut. Di sinilah peran humas sebagai ujung tombak 
pemerintah daerah harus mampu membina hubungan baik antara perusahaan yang 
dimiliki investor dengan masyarakat. 
                                                 
1
  Rhenald  Kasali,  Manajemen Public Relations; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pustaka 
Utama Grafiti, 1994 
 
Karena komunitas masyarakat yang merasakan hubungan yang mesra dengan 
perusahaan akan memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Pasokan tenaga kerja 
yang sehat, yang mengenal perusahaan secara dekat dan tinggal di dekat perusahaan 
adalah salah satunya. Selain itu, komunitas masyarakat juga menghasilkan 
kerawanan-kerawanan sosial yang berawal dari keterasingan penduduk, hilangnya 
penghasilan (perusakan alam oleh perusahaan dan penggusuran) dan sebaliknya. 
Biasanya, kedatangan belakangan suatu pihak di suatu lokasi menyebabkan ia lebih 
berkasa dan lebih mampu mengeksploitasi daerah. Apakah penduduk, ataukah 
perusahaan, bila ia berada lebih dulu, umumnya akan lebih sulit melakukan 
penyesuaian sehingga menimbulkan hubungan yang tidak serasi. Hubungan ini pada 
waktunya dapat saling mematikan.2  
Dalam kondisi tersebut, tugas seorang praktisi public relations atau 
kehumasan adalah membangun kembali hubungan yang harmonis antara perusahaan 
dengan komunitasnya dalam jalinan pemerintahan daerah. Komunitas mengharapkan 
adanya kesinambungan pendapat, penampilan perusahaan yang tampak dalam 
bentuk-bentuk fisik yang menarik, partisipasi investor  terhadap kehidupan komunitas 
(bukan mengasingkan diri), stabilitas dan kebanggaan daerah.  
Persoalan rendahnya kinerja pegawai dalam menjalankan  fungsinya sebagai 
public relations yang ideal di lingkungan institusi pemerintah memang masih 
merupakan fenomena di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kondisi 
tersebut terjadi karena perubahan transisi demokratisasi dan otonomi daerah yang 
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masih dalam tahapan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan peran 
kehumasan. Dengan demikian penilaian kinerja sejak awal bisa dijadikan alat untuk 
mengevaluasi peningkatan kinerja pegawai di lingkungan instansi pemerintah. 
Masih menurut Kerlinger (1995) Pengukuran kinerja bertujuan untuk 
mengukur fungsi-fungsi manajemen seperti : 1) pengendalian manajemen, 2) 
manajemen aktivitas dan 3) sistem motivasi. Dalam proses pengendalian manajemen 
pengukuran kinerja mempunyai peran yang sangat kritis baik dalam memotivasi 
karyawan mencapai tujuan organisasi, maupun sebagai dasar evaluasi kinerja.3 
Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan dibutuhkan 
kepatuhan dari petugas dalam menjalankan standar pelayanan. Supaya petugas 
mampu atau trampil dalam menjalankan dan mematuhi standar pelayanan  tersebut 
perlu dibuat satu standar pelayanan baku yang didukung oleh kualitas pelaksana 
dimana dapat ditentukan oleh efektivitas pendidikan dan pelayanan yang 
diterimanya4.  
Fenomena penegakkan citra, stabilitas keamanan dan perekonomian daerah 
serta  kemudahan pelayanan publik agar mampu mengundang investor juga menjadi 
fokus perhatian dan prioritas Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Wonogiri melalui 
promosi Bagian Humas-nya. Peran Bagian Humas melalui fungsinya sebagai public 
relations diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri mampu 
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mengkeplorasikan sumber daya  alam dan potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan 
pengenalan dan promosi daerah agar mampu menarik investor ke Kabupaten 
Wonogiri.  
Sudah saatnya, di era otonomi daerah  Bagian Humas Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri  meningkatkan kinerjanya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RSSKPD). 
Penyusunan Renstra SKPD tersebut harus didasarkan visi, misi dan program serta 
kegiatan Bagian Humas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.  
Renstra Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri ini akan 
digunakan sebagai tolok ukur Bupati Wonogiri dalam mengevaluasi kinerja dan 
pertanggungjawaban Kepala Bagian Humas  beserta perangkatnya dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, Bagian Humas berupaya meningkatkan kinerja pegawainya dengan    
memperluas pengetahuan tupoksi-nya melalui diklat  sebagaimana yang disajikan 
pada  Tabel 1.  
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan belum banyak diklat yang memfokuskan 
pada peningkatan keterampilan public relations pegawai bagian humas. Demikian 
juga dengan lemahnya pengkaderan tenaga ahli di bidang kehumasan terlihat pada 
masing-masing jumlah peserta diklat keprotokolan, teknik penyuntingan Bitsus, 
penyiar dan MC  yang diikuti masing-masing  hanya 1 orang. Kondisi tersebut akan 
sangat menyulitkan jika  pegawai yang memiliki keahlian di bidang tersebut 
berhalangan pada saat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berbeda dengan 
kondisi kaderisasi untuk bidang  kameramen, penyiar yang masing-masing diikuti 
oleh 4 pegawai  yang cukup baik sehingga pada bidang-bidang ini tidak banyak 
mengalami hambatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.    
Tabel 1. Diklat  Pegawai Bagian Humas 
(Jumlah Pegawai 37 orang) hingga  Tahun 2007 
 
No. Jenis Diklat Jumlah Pegawai yang 
Mengikuti 
1 Adum 3 
2 Adumla 1 
3 Spama 2 
4 Spamen - 
5 Keprotokolan 1 
6 Kursus KBD 3 
7 Operator Komputer 2 
8 Pengadaan Barang dan Jasa 1 
9 Kameramen 4 
10 LKM 4 
11 Manajemen Kepegawaian Tingkat Dasar 1 
12 Teknik Penyuntingan Bitsus 1 
13 Penyiar 4 
14 Penyiar dan MC 1 
15 Lakip 4 
Jumlah Total 36 
Sumber: Profil  Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Tahun 2007. 
Di samping itu,  kurangnya praktisi ahli di bidang kehumasan juga kurang 
didukung dengan latar belakang pendidikan pegawai Bagian Humas  sebagaimana 
yang disajikan pada Tabel 2. 
Tabel 2 Susunan Kepegawaian Bagian Humas 
Menurut Jenjang Pendidikan 
 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
 1 SD - 
2 SLTP 2 
3 SLTA 13 
4 Sarjana Muda/ DIII 4 
5 Sarjana 11 
6 Pasca Sarjana 1 
Jumlah Total  37 
Sumber: Profil  Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Tahun 2007 
Tabel 2 menunjukkan hampir sebagian besar pegawai Bagian Humas masih 
memiliki tingkat pendidikan SLTA namun demikian  pegawai yang berpendidikan 
sarjana cukup besar (11 orang) berbeda dengan pegawai yang berpendidikan pasca 
sarjana hanya 1 orang. Kondisi internal kinerja pegawai  tersebut masih sangat kurang 
jika dibandingkan beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi public relations 
yang mencakup pelayanan kehumasan di semua wilayah Pemerintahan Kabupaten 
Wonogiri.     
Berdasarkan fenomena permasalahan kinerja pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, penulis tertarik untuk melakukan analisis 
kinerja pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi public relations dengan harapan 




B. Perumusan Masalah 
  Dari uraian latar belakang di atas permasalahan-permasalahan pokok yang 
akan diteliti adalah :  
1. Adakah hubungan yang signifikan antara pengetahuan tugas pokok dan fungsi 
dengan kinerja pegawai Bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri? 
2. Adakah hubungan yang signifikan antara keterampilan public relations 
dengan kinerja pegawai Bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri? 
3. Adakah hubungan yang signifikan antara peralatan kerja dengan kinerja 
pegawai Bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri? 
4. Adakah hubungan yang signifikan antara prosedur kerja dengan kinerja 
pegawai Bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri? 
5. Faktor-faktor  determinan apakah  yang mempengaruhi kinerja pegawai 
Bagian Humas berdasarkan tugas pokok dan fungsi  public relations di 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri? 
           C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai Bagian Humas berdasarkan tugas 
pokok dan fungsi  public relations di  Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
2. Tujuan Khusus 
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk ; 
a) Mengetahui  signifikansi  hubungan antara pengetahuan tugas pokok dan 
fungsi pegawai  dengan kinerja pegawai Bagian Humas di Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri 
b) Mengetahui  signifikansi  hubungan antara keterampilan public relatiuons    
dengan kinerja pegawai Bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
c) Mengetahui signifikansi  hubungan antara peralatan kerja dengan kinerja 
pegawai Bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
d) Mengetahui signifikansi  hubungan antara prosedur kerja dengan kinerja 
pegawai Bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
   
D. Kerangka Pemikiran dan Teori  
Public relations menurut John E. Marston5   didefinisikan      sebagai    
berikut :  
 
“Public Relations is  planed, persuasive communication designedf to influence 
significant public”. 
 
Kata kunci dari definisi tersebut adalah “planed”, “persuasive communication” dan 
“significant public”.  Berdasarkan kata kunci tersebut public relations bukanlah ilmu 
tradisional yang digunakan untuk menghadapi tujuan-tujuan sesaat. Public relations 
perlu direncanakan dalam suatu pendekatan manajemen kepada target-target public 
tertentu. Public relations melakukan komunikasi dengan cara membujuk 
(persuasive). Oleh karena itu sering disebut secara sepihak bahwa profesi public 
relations adalah profesi pembujuk (persuaders).  
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  Berdasarkan definisi Marston tersebut  Rhenald Kasali6 menempatkan posisi   
public relations sebagai suatu fungsi manajemen yang  sama pentingnya dengan 
pemasaran, produksi, keuangan, atau sumber daya manusia. Definisi yang berkaitan 
dengan manajemen adalah definisi yang dikeluarkan oleh Public Relations News:  
“Public relations adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-
sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur seseorang/ sebuah 
perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program-
program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik”7  
 Berdasarkan definisi public relations tersebut, Melvin Sharpe8  
menyimpulkan bahwa  sifat komunikasi yang dilakukan dalam public relations  agar 
“disukai” oleh publiknya menyangkut  soal hubungan yang harmonis  harus 
menerapkan lima prinsip sebagai berikut: 
a. Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas. 
b. Keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil 
untuk memperoleh keyakinan orang lain. 
c. Langkah-langkah yang fair untuk mendapatkan hubungan timbal balik 
dan goodwill. 
d. Komunikasi dua arah yang terus menerus untuk mencegah 
keterasingan dan untuk membangun hubungan. 
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e. Evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah 
atau penyesuaian yang dibutuhkan bagi social harmony. 
Dengan demikian, seorang praktisi public relations dalam menciptakan 
hubungan yang harmonis harus pula memahami kaitan antara  opini publik dan citra. 
Public relations bukanlah iklan semata-mata. Iklan melakukan tugasnya secara 
monolog (satu arah), sebaiknya public relations melakukannya secara dialog dengan 
memperhatikan input dari masyarakat dan memberikan respon-respon positif 
kepadanya.  
Citra menurut Rhenald Kasali9 adalah kesan yang timbul karena pemahaman 
akan suatu kenyataan. Pemahaman yang berasal dari suatu informasi yang tidak 
lengkap juga akan menghasilkan citra yang tidak sempurna. Oleh karenanya, 
tantangan utama seorang praktisi public relations adalah bagaimana memberikan 
informasi  yang lengkap kepada publiknya. Info yang tidak lengkap sering dapat 
dipakai oleh pihak-pihak yang tidak senang untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. 
Inilah antara lain penyebab munculnya isu-isu seperti yang sering terjadi dalam 
masyarakat. 
Penelitian Leon Festinger  menunjukkan bahwa rumor atau gossip beredar 
secara luas  dari mulut ke mulut karena adanya ketidakpastian yang tinggi mengenai 
masa depan di antara orang-orang yang berbeda pada kotak tertentu. Lebih jauh ia 
mempertanyakan niat orang-orang yang menyampaikan isu yang berasal dari 
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informasi yang tidak lengkap dan tidak resmi itu, apakah benar-benar dilakukan tanpa 
maksud tertentu. Festinger menyatakan, “ ……there must be something which will 
impel this person to tell it to someone else or to several other people.”10 
  Dalam prakteknya memberikan informasi yang lengkap pun bukanlah suatu 
pekerjaan yang mudah. Praktisi public relations sering mengajukan pertanyaan ketika 
mereka menghadapi kenyataan bahwa suatu berita resmi dikeluarkan :”Apakah berita 
ini sudah lengkap?” Kenyataannya, informasi yang  sudah lengkap pun sering tidak 
menjawab masalah. Barangkali yang perlu dipahami adalah : “lengkap bagi siapa?”. 
 Informasi yang lengkap bukanlah informasi yang “banyak” dan “mendetil”. 
Informasi yang lengkap dimaksudkan sebagai informasi yang menjawab kebutuhan 
khalayak (audience). Jadi informasi tidak perlu terlalu luas tetapi dapat dipahami, 
masuk akal, dan dapat dipercaya. Pakar public relations senior Indonesia Ahmad S. 
Adnanputra, menambahkan: “menyampaikan berita dengan manis”. Jadi mengemas 
suatu informasi ke dalam suatu paket yang menggugah, memberi semangat, dan tidak 
menggurui. Menuding, apalagi mengalihkan tanggungjawab secara tidak jujur justru 
akan melahirkan keadaan yang terbalik. 11 
Menurut  Rhenald Kasali12 perhatian public relations terhadap penegakan 
citra berkaitan erat dengan persepsi, sikap (pendirian), dan opini orang perseorangan 
di dalam kelompok-kelompok stakeholders. Semua itu adalah bahan baku bagi 
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terbentuknya opini publik, yakni opini sekelompok orang dalam segmen publik 
tertentu. Opioni publik tersebut tidak terbentuk seketika, melainkan memerlukan 
proses dan waktu. Masing-masing proses melibatkan sejumlah komponen yang dapat 
ditelusuri sebab-sebabnya. 
Jika ditelusuri, urutan-urutan tersebut dapat dimulai dari adanya nilai di dalam 
masyarakat serta pengalaman di masa lalu yang terekam dalam benak seseorang. 
Rekaman itu suatu ketika akan diputar ulang oleh yang bersangkutan dan dicocokkan 
dengan informasi baru yang diterimanya. Informasi-informasi ini akan mempengaruhi 
pendirian seseorang pada hari ini dan hari esok. Pendirian yang dinyatakan dalam 
bentuk apapun, itulah yang disebut opini. Praktisi public relations perlu memahami 
proses ini, karena hanya dengan pemahaman  tersebut  akan dapat ditegakkan citra 
organisasi dengan baik Oleh karenanya, seorang praktisi public relations harus secara 
terus menerus mempelajari terbentuknya sikap masyarakat dalam lingkungan 
organisasi masing-masing dan mencatat respon yang muncul setiap saat. Dengan 
praktek ini diharapkan seorang praktisi public relations  dapat lebih mengenal pola-
pola terbentuknya opini, serta bagaimana menjalin relasi di antara keduanya dengan 
lebih harmonis.  
Dengan demikian,  penguasaan keterampilan public relations  di lingkungan 
pemerintahan daerah  merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 
kinerja  bagi seorang pegawai  publik yang menangani masalah kehumasan. Penilaian 
kinerja (performance appraisal ) pada dasarrnya merupakan salah satu faktor kunci 
guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Adanya kebijakan 
atau program penilaian prestasi kerja berarti organisasi telah memanfaatkan secara 
baik atas SDM yang ada dalam organisasi. Khusus untuk penilaian kinerja pegawai 
publik diperlukan adanya informasi yang relevan dan reliabel tentang prestasi kerja 
masing-masing individu.  
Muchlas13  mengatakan bahwa secara umum kinerja dapat diartikan sebagai 
produktivitas kerja yang mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang 
dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang  digunakan (input) mencakup 
pada dua dimensi kerja yaitu efektivitas yang mengarah pada pencapaian penampilan 
kerja yang maksimal dalam upaya pencapaian target yang berkaitan erat dengan 
kualitas, kuantitas dan waktu. Dengan deikian, kinerja merupakan sebuah prestasi 
kerja yang akan bernilai positif jika berinteraksi antara motivasi, kemampuan dan 
kesempatan.  
 Menurut Robbin14 kinerja dapat dicerminkan sebagai produk yang 
membimbing kepada kepuasan, jika melakukan pekerjaan dengan baik secara 
instrinsik akan merasa senang mengenai hal tersebut. Karyawan yang kinerjanya 
lebih efektif cenderung merasa lebih terpuaskan. Kinerja karyawan merupakan fungsi 
dari kemampuan dan motivasi serta kesempatan untuk berkinerja yang dirumuskan  
dengan kinerja = f (A x M x O) yang artinya agar dapat menghasilkan kinerja yang 
baik seseorang harus mempunyai motivasi, kemauan dan kesempatan. 
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Gambar 1. Hubungan antara kemampuan,motivasi dan kesempatan 
 
Penilaian kinerja individu disini sangat bermanfaat bagi dinamika 
pertumbuhan organisasi secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat diketahui 
bagaimana kondisi riil karyawan dilihat dari kinerja dengan demikian data-data ini 
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan baik pada 
level makro organisasional, maupun level mikro individual  pada karyawan15 . 
Robbins16 menguraikan bahwa dalam penilaian kinerja yang sering 
dilaksanakan baik oleh swasta dan pemerintah karena sifatnya yang telah lama dan 
telah rutin bertahun-tahun tanpa ada perubahan dapat dipandang sebagai penilaian 
kinerja tradisional.  Penilaian kinerja yang lebih mutakhir yaitu misalnya dengan 
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teknik Management By Objective (MBO) yang mana penilaian kinerja karyawan 
melibatkan karyawan untuk menilai karyawan lainnya (peer review) berbeda dengan 
penilaian tradisional pada kurangnya objektifitas.   
Toporov17 menguraikan cara penilaian kinerja karyawan semestinya diukur 
berdasarkan beban kerja karyawan dan apa yang telah dicapai karyawan sesuai data 
keinginan yang obyektif dengan pemahaman bahwa penilaian seharusnya 
dilaksanakan dengan memuat standar pekerjaan baik kualitatif maupun kuantitatif. 
Untuk merumuskan hal ini diperlukan persiapan yang jelas dan tepat serta dilandasi 
dengan penetapan analisis dan penyesuaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menyusun suatu  deskripsi kerja  (job description) yang merupakan suatu 
pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, 
kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan lainnya.  
Perlunya diatur standar kinerja bagi seorang karyawan menurut Newcomb 
merupakan suatu rangsangan stimulus bagi karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya 
rangsangan stimulus ini akan mengalami suatu proses stimulus yang dapat terlihat 
berupa reaksi dari karyawan baik reaksi tertutup (sikap) atau reaksi terbuka 
(perilaku). Bagaimana seorang pegawai mengerjakan tugasnya dengan baik seringkali 
ditentukan oleh penilaian terhadap kinerja mereka. Penilaian dilakukan tidak hanya 
untuk membantu organisasi melainkan juga untuk mengukur tingkat efisiensi 
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penggunaan sumber daya manusia yang ada dan mengidentifikasi tempat yang perlu 
diperbaiki.18 
 Penilaian dapat merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan 
kepuasan pegawai yang mana wilayah-wilayah yang kemampuan pegawainya kurang, 
dapat diketahui dan hubungan antara kinerja dan tujuan pekerjaan dengan imbalan 
dapat dijelaskan sehingga menimbulkan peningkatan  motivasi. Dengan motivasi 
yang tinggi pegawai memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas mereka. 
Schulz dan Johnson19 mengartikan penilaian kinerja itu adalah sebuah  proses 
evaluasi secara teratur dan periodik secara sistematis sehingga keadaan saat ini 
berpotensi untuk pengembangan diri individu (pegawai). 
Kinerja seorang karyawan menurut Dunham20 dipengaruhi dukungan 
organisasi, kemampuan dan keterampilan individu, pengalaman dan kesungguhan 
pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Dilain pihak, Graen21 
menyatakan bahwa untuk melakukan sesuatu upaya dalam melaksanakan 
pekerjaannya maka seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  
Secara terperinci  dalam teori atribusi Harold Kelley 22 mengemukakan bahwa  
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faktor-faktor penentu kinerja bawahan dapat bersifat internal (pengetahuan dan 
ketrampilan kerja ) dan eksternal (peralatan kerja dan prosedur kerja). Faktor internal 
sebagai faktor penentu dalam penelitian ini digunakan variabel pengetahuan dan 
ketrampilan kerja sedangkan faktor eksternalnya adalah fasilitas kerja dan prosedur. 
 Pengetahuan pada intinya berada pada kepala sedangkan  ketrampilan 
terlihat pada perilakunya. Dalam kaitan ini taraf pengetahuan mempunyai tujuh 
tingkatan yang meliputi: mengetahui, mengingat kembali, memahami, menggunakan, 
menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi23.  Notoatmodjo24 menyatakan 
bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu yang berasal dari proses pengindraan 
manusia terhadap suatu obyek tertentu dan pengetahuan seseorang biasanya diperoleh 
dari pengalaman dari bermacam-macam sumber misalnya, media masa, media 
elektronik, buku petunjuk,  media poster, kerabat dekat dan sebagainya. 
 Pendapat Schuller25 pengetahuan kognitif meliputi informasi yang dapat 
digunakan oleh karyawan itu sendiri cara mereka mengatur informasi dan strategi 
mereka untuk menggunakan informasi. Program orentasi sering digunakan untuk 
membangun dan meningkatkan pengetahuan kognitif, pengetahuan kognitif pada 
intinya berada pada pikiran, sedangkan ketrampilan terlihat pada perilakunya.  
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Dengan demikian, pengetahuan tugas pokok dan fungsi  yang  dikenal dengan 
job description harus dipahami seorang pegawai bagian humas di Pemerintahan 
Kabupaten Wonogiri agar bisa menjalankan tugasnya sebagai praktisi public relations 
yang baik. Menurut Handoko26  deskripsi pekerjaan atau jabatan harus jelas sehingga 
para staf mengerti 1) tugas apa yang akan dilakukannya baik dari segi luas, sifat, 
hasil, dan kewajibannya, 2) tujuan dari pekerjaan itu sendiri, 3) kualitas dan kuantitas 
pekerjaan yang akan dicapai, 4) kondisi dimana pekerjaan dilaksanakan dan 5) ciri-
ciri desain pekerjaan tersebut. 
Berdasarkan  Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 293 Tahun 2001 tentang 
Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, Bagian Humas mempunyai tugas 
pokok27:  
“1) Melaksanakan pelayanan, pembinaan, pelayanan berita/ informasi sandi dan 
telekomunikasi, maupun pemeliharaan alat-alat sandi telekomunikasi,  
2)  Mendokumentasikan dan mengelola informasi untuk bahan kebijakan pimpinan 
Pemerintah Daerah Kabupaten, memonitor perkembangan informasi dan 
melaksanakan penerangan masyarakat,  
3)  Melaksanakan penyebarluasan informasi pemberitaan dan pengawasan terhadap 
perkembangan berita baik melalui media cetak maupun media elektronika guna 
memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah, serta mendistribusikan 
bahan-bahan penerbitan.”  
 
 Keterampilan kerja  menurut kamus manajemen (1994) bisa juga disebut 
dengan kemampuan atau kompetensi yang berasal dari kata competent adequately 
qualified atau capable yang memberi batasan sebagai kemampuan untuk mengerjakan 
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  Profil Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Tahun 2007 
kegiatan tertentu.  Boyatyzis (1982)  menyebutkan adanya dua macam kemampuan,  
yakni kemampuan batas (threshold competencies) dan kemampuan efektif  atau 
superior (performance competencies). Kemampuan batas adalah pengetahuan 
seseorang, sifat, konsep diri, peran social atau ketrampilan yang dimiliki untuk 
mengerjakan suatu pekerjaaan tertentu namun tidak terkait dengan kinerja superior. 
Kemampuan efektif  berupa karakter  mendasar seseorang yang dapat diukur dengan 
jelas dan dapat ditunjukkan untuk membedakan seseorang unggul dari orang lain 
yang berprestasi rata-rata.  
 Menurut Rhenald Kasali28, seorang praktisi public relations  harus memiliki 
skill atau keterampilan dalam ; 
1) Membuat hubungan yang mesra dengan pers 
2) Mendidik pimpinan agar bersedia menjadi public figure 
3) Mengatur pertemuan dengan pers 
4) Memberitahukan hak-hak sumber berita 
5) Menyusun strategi wacana 
Prestasi karyawan dengan sendirinya akan meningkat kalau ada kesesuaian 
antara kemampuan dan jenis pekerjaan. Kemampuan kerja disini diartikan kapasitas 
individu dalam menyelesaikan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan 
bagi seorang pekerja memegang peranan penting untuk menyelesaikan pekerjaan 
yang dipikul seorang pekerja oleh karena setiap pekerjaan mempunyai tuntutan yang 
berbeda antara pekerja yang satunya dengan seorang pekerja lainnya memiliki 
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kemampuan kerja yang  berbeda. Untuk itu kebutuhan akan kemampuan khususnya 
karyawan menyangkut pada kemampuan intelektual dan fisik yang baik. Dapat 
diramalkan kalau karyawan tersebut kurang kemampuannya yang diperlukan dalam 
bekerja akan berdampak pada kegagalan. Penjelasan ini menunjukkan betapa 
pentingnya kemampuan intelektual dan fisik pekerja. Ketidak sesuaian antara 
kemampuan fisik dengan jumlah pekerjaan atau antara kemampuan intelektual 
dengan tingkat kesulitan suatu pekerjaan akan menimbulkan produktivitas kerja 
menurun. 29 
  Oleh karena itu, dengan mengetahui kemampuan public relations dari seorang 
pegawai  sangat berguna untuk menempatkan pegawai  sesuai dengan kemampuan 
sehingga kinerjanya pun akan sesuai dengan kebutuhan organisasi.  Hal ini 
dikarenakan bila penempatan seorang pegawai  yang tidak sesuai dengan kemampuan 
akan mengakibatkan kelelahan baik secara fisik maupun psikologis yang pada 
akhirnya akan menimbulkan kelelahan yang diakibatkan karena kemampuan 
intelektual yang kurang akan lebih cenderung berdampak pada kelelahan psikologis.
 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah 
peralatan kerja yang berupa piranti alat  komunikasi juga menjadi perhatian khusus 
bagi terselenggaranya aktivitas kehumasan pada sebuah pemerintah daerah.  
Menurut Riwo Kaho30, peralatan tersebut dikatakan sebagai cukup dalam 
jumlah (kuantitasnya) apabila peralatan yang tersedia sebanding atau seimbang 
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dengan volume kerja yang ada, atau sebanding dengan  kebutuhan dari organisasi. 
Cukup tersedianya peralatan   akan semakin mempermudah gerak aktivitasnya atau 
semakin memperlancar penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, semakin 
langka peralatan yang dimiliki, semakin terbatas pula kemampuan gerak aktivitas 
pegawai dan dengan sendirinya akan menghambat penyelenggaraan pelayanan  
kehumasan. Menurut Richard L. Daft31 tingkat kekayaan suatu alat komunikasi 






Tabel 1. Tingkat Kekayaan Alat-Alat Komunikasi 
No. Jenis 
Komunikasi 
Keterangan Kapan Dipakai 
1  Tatap muka (face 
to  face) 
-  Melibatkan banyak simbol seperti 
bahasa, tubuh, dan ekspresi 
muka. 
- Umpan balik secara langsung 
menimbulkan pemahaman untuk 
pengecekan dan perbaikan  
 
- Terutama bila isinya 
menimbulkan keragu-
raguan. 
2 Telepon dan edia 
personal 
elektronik lainnya 
-  Upan balik dapat dengan segera 
diluncurkan, simbol-simbol 
masih bisa ditangkap (terutama 
nada suara) 
- Bila tatap muka tidak 
bisa dilakukan dan 
perlu segera 
diinterupsi. 
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- Pesan dapat difokuskan secara 
personal. 
- Bila visual cues tidak 
diperlukan   
 
3 Tertulis (surat, 
memo, fax.) 
-  Simbol-simbol komunikasi tidak 
dapat ditangkap 
- Umpan balik lamban (tidak 
simultan) 
- Bila tidak diperlukan 
jawaban segera. 
- Bila visual cues tidak 







- Simbol-simbol bersifat resmi, 
mewakili organisasi (tidak 
personal), makro dan 
memerlukan pengendapan untuk 
dipahami. 
- Dapat dipakai sebagai rujukan 
resmi 






Sumber : Diadaptasi dari Richard L. Daft., Organization Theory and Design, 4th 
Edition (Sain Paul West Publishing, 1992), hal. 286 
 
 Dengan demikian   peralatan kerja adalah merupakan fasilitas peralatan dan 
teknologi komunikasi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana  kelengkapan 
kerja bagi pegawai bagian humas  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
praktisi public relations  yang meliputi jumlah, jenis peralatan dan kualitas  peralatan. 
 Prosedur kerja menurut Handoko32 adalah merupakan urutan atau tahapan-
tahapan proses secara sistematis dalam sebuah pekerjan dengan tujuan untuk 
meningkatkan efektivitas kerjasama. Prosedur kerja akan membantu seseorang  dalam 
melakukan sebuah pekerjaan secara sistematis sehingga kerjasama antar tim kerja 
(team work)  akan terjalin secara  ideal. Kerapian dan ketertiban pekerjan untuk 
mencapai efektivitas dan efisiensi kerja adalah merupakan fokus dari tujuan 
penciptaaan prosedur kerja. 
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 Kelemahan dalam prosedur kerja akan mengakibatakan buruknya kinerja 
seseorang secara individual dan keefektifan organisasi secara keseluruhan. Tim kerja 
akan mengalami kemandegan akibat dari prosedur kerja yang tidak terjalin dengan 
rapi.  Prosedur kerja pegawai bagian humas bisa disimpulkan sebagai  tahapan-
tahapan kerja yang harus dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan fungsinya sebagai praktisi public relations. 
 Dengan demikian, analisis kinerja pegawai humas  berdasarkan tugas dan 
fungsi public relations bias dilihat dari signifikansi korelasi antara pengetahuan tugas 
pokok dan fungsi (Tupoksi), keterampilan public relations, peralatan komunikasi dan 
prosedur kerja dengan kinerja pegawai Bagian Humas pada Pemerintah Kabupaten 






                                                                                   
 
       






-     Pengetahuan  Tupoksi 
(X1) 
-     Ketrampilan Public 
Relations (X2) 
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- Peralatan Kerja (X3) 
- Prosedur Kerja (X4) 
 Gambar 1.  Kerangka Konsep Penelitian Modifikasi Teori Atribusi 
Harold Kelley 
 
E.  Hipotesis 
 Hipotesis dirumuskan dengan maksud sebagai jawaban sementara dari 
permasalahan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menguji korelasi antara 
pengetahuan tupoksi, keterampilan public relations, peralatan kerja, prosedur kerja 
dengan kinerja pegawai Bagian Humas pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
 Sehingga untuk itu dalam kerangka pemikiran dan teori penulis telah 
mengemukakan pendekatan Teori Atribusi dari   Harold Kelley yang intinya 
menyatakan bahwa faktor-faktor penentu kinerja bawahan dapat bersifat internal 
(pengetahuan dan ketrampilan kerja ) dan eksternal (peralatan kerja dan prosedur 
kerja). Faktor internal sebagai faktor penentu dalam penelitian ini digunakan variabel 
pengetahuan dan ketrampilan kerja sedangkan faktor eksternalnya adalah fasilitas 
kerja dan prosedur. 
Teori tersebut sejalan dengan pendapat Dunham33 yang menyatakan bahwa 
kinerja seorang karyawan sangat  dipengaruhi oleh dukungan organisasi, kemampuan 
dan keterampilan individu, pengalaman dan kesungguhan pegawai yang bersangkutan 
dalam melaksanakan tugasnya. Demikian halnya dengan Graen34  yang menyatakan 
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bahwa dalam melakukan sebuah pekerjaan, seseorang dipengaruhi oleh faktor 
internal dan faktor eksternal.   
 Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dugaan 
sementara yang bisa diambil dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) hipotesis 
sebagai berikut;   
1. Hipotesis Minor 
a. Semakin tinggi tingkat pengetahuan Tupoksi pegawai  maka akan semakin 
tinggi pula  kinerja pegawai di Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri 
b. Semakin tinggi tingkat ketrampilan public relations  maka akan semakin 
tinggi pula  kinerja pegawai di Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri 
c. Semakin baik peralatan kerja yang digunakan maka akan semakin tinggi  
kinerja pegawai di Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
d. Semakin baik prosedur kerja yang dilakukan pada Bagian Humas  maka 
akan semakin tinggi  kinerja pegawai di Bagian Humas, Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri 
2. Hipotesis Mayor 
Ada  hubungan  yang signifikan antara  variabel pengetahuan Tupoksi, keterampilan 
public relations, peralataan kerja dan prosedur kerja  dengan variabel kinerja pegawai 
di Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
 F.  Definisi Konsep dan Definisi Operasional 
1.  Definisi Konsep 
 Definisi konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara 




1.1.  Pengetahuan Tupoksi  
Pengetahuan menurut Notoatmodjo adalah  merupakan hasil tahu yang berasal 
dari proses pengindraan manusia terhadap suatu obyek tertentu dan pengetahuan 
seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman dari bermacam-macam sumber 
misalnya, media masa, media elektronik, buku petunjuk,  media poster, kerabat dekat 
dan sebagainya. 
Dengan demikian, pengetahuan Tupoksi  Humas adalah pengetahuan pegawai 
Bagian Humas yang diperoleh dari Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 293 Tahun 
2001 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, yakni;   
-  Melaksanakan pelayanan, pembinaan, pelayanan berita/ informasi sandi dan 
telekomunikasi, maupun pemeliharaan alat-alat sandi telekomunikasi,  
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-   Mendokumentasikan dan mengelola informasi untuk bahan kebijakan pimpinan 
Pemerintah Daerah Kabupaten, memonitor perkembangan informasi dan 
melaksanakan penerangan masyarakat, 
-   Melaksanakan penyebarluasan informasi pemberitaan dan pengawasan terhadap 
perkembangan berita baik melalui media cetak maupun media elektronika guna 
memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah, serta mendistribusikan 
bahan-bahan penerbitan.”  
 
 
1.2.  Keterampilan Public Relations 
Keterampilan kerja  menurut kamus manajemen bisa juga disebut dengan 
kemampuan atau kompetensi yang berasal dari kata competent adequately qualified 
atau capable yang memberi batasan sebagai kemampuan untuk mengerjakan kegiatan 
tertentu.  Sehingga keterampilan public relations adalah kemampuan pegawai dalam 
melaksanakan kegiatan public relations dalam hal:  
- Membuat hubungan yang mesra dengan pers 
- Mendidik pimpinan agar bersedia menjadi public figure 
- Mengatur pertemuan dengan pers 
- Memberitahukan hak-hak sumber berita 
- Menyusun strategi wacana 
1.3.  Peralatan Kerja 
Peralatan kerja adalah merupakan fasilitas peralatan dan teknologi 
komunikasi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana  kelengkapan kerja bagi 
pegawai bagian humas  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai praktisi 
public relations  yang meliputi jumlah, jenis peralatan dan kualitas  peralatan. 
1.4.  Prosedur Kerja 
 Prosedur kerja menurut Handoko adalah merupakan urutan atau tahapan-
tahapan proses secara sistematis dalam sebuah pekerjan dengan tujuan untuk 
meningkatkan efektivitas kerjasama. Prosedur kerja bagian humas akan membantu 
seseorang  dalam melakukan sebuah pekerjaan secara sistematis sehingga kerjasama 
antar tim kerja (team work)  akan terjalin secara  ideal. Kerapian dan ketertiban 
pekerjan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja adalah merupakan fokus dari 
tujuan penciptaaan prosedur kerja bidang kehumasan. 
1.5. Kinerja Pegawai 
Muchlas  menyatakan  bahwa secara umum kinerja dapat diartikan sebagai 
produktivitas kerja yang mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang 
dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang  digunakan (input) mencakup 
pada dua dimensi kerja yaitu efektivitas yang mengarah pada pencapaian penampilan 
kerja yang maksimal dalam upaya pencapaian target yang berkaitan erat dengan 
kualitas, kuantitas dan waktu. Dengan demikian, kinerja pegawai bagian kehumasan 
adalah  merupakan sebuah prestasi kerja bidang kehumasan  yang meliputi aktivitas 
protokol dan sandi telekomunikasi, dokumentasi dan penerangan masyarakat, dan 
aktivitas pemberitaan /RSPD.  
 2. Definisi Operasional 
Definisi operasional digunakan untuk menggambarkan operasionalisasi dari 
masing-masing variabel melalui indikator-indikator yang dipakai sehingga variable 
mempunyai nilai dan dapat diukur. 
2.1. Pengetahuan Tupoksi 
Pengetahuan Tupoksi adalah merupakan hasil tahu pegawai mengenai tugas 
yang harus dilakukan berdasarkan  tugas pokok dan fungsi Bagian Humas yang 
mengacu pada  peraturan daerah. Pengetahuan kognitif tersebut menurut Schuller 
meliputi informasi yang dapat digunakan oleh karyawan itu sendiri cara mereka 
mengatur informasi dan strategi mereka untuk menggunakan informasi. Pengetahuan 
Tupoksi dalam variabel ini akan diukur dengan indikator-indikator pengetahuan 
mengenai : 
a. Aktivitas pengumpulan  dan pengolahan data serta informasi yang 
berhubungan dengan protokol dan sandi telekomunikasi. 
b. Membuat kerjasama dengan instansi lain atas nama pimpinan di bidang 
keprotokolan. 
c. Pendokumentasianj dan pengolahan informasi kegiatan pemerintah 
kabupaten, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan organisasi 
kemasyarakatan baik melalui photo maupun video shooting.  
d. Pemberian penerangan kepada masyarakat mengenai kebijakan 
pemerintah daerah dan informasi yang perlu diketahui melalui sarana 
mobil (keliling), filmn, penerbitan berkala dan incidental serta papan 
pengumuman. 
e. Penyiapan bahan untuk memperoleh rekomendasi/ perizinan dan 
pengawasan terhadap film/ bioskop/ pertunjukan keliling, VCD dan 
rekaman maupun shooting film nasional dan asing. 
 
 
2.2. Keterampilan Public Relations 
Keterampilan public relations  adalah  kemampuan atau kompetensi pegawai 
dalam melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasikan 
kebijakan dan prosedur  pemerintah daerah terhadap publiknya, menyusun rencana 
serta menjalankan program komunikasi pembangunan untuk memperoleh 
pemahaman dan penerimaan dari masyarakat. Keterampilan public relations diukur 
melalui indicator-indikator: 
a. Pemberian pelayanan informasi, menerima, menyusun dan menghimpun 
masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan masukan untuk 
pengambilan keputusan.  
b. Penyelenggaraan dan monitoring pecan promosi daerah/ pameran hasil 
pembangunan sebagai laporan visualisasi kepada masyarakat. 
c. Pemberitaan informasi kegiatan pemerintah daerah dan hasil 
pembangunan melalui media cetak maupun media elektronik. 
d. Penyiapan  bahan-bahan dan pelaksanaan jumpa pers/ konferensi pers. 
2.3. Peralatan Kerja 
Peralatan kerja adalah fasilitas piranti peralatan  teknologi komunikasi  bagi 
pegawai bagian humas  agar mampu  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
praktisi public relations  yang meliputi jumlah, jenis peralatan dan kualitas  peralatan. 
Dengan demikian, peralatan kerja diukur melalui indikator-indikator: 
a. Kelengkapan jenis peralatan yang dibutuhkan 
b. Kecukupan jumlah alat-alat telekomunikasi 
c. Kualitas peralatan yang digunakan. 
2.4. Prosedur Kerja 
 Prosedur kerja  adalah serangkaian tahapan-tahapan proses secara sistematis 
dalam bidang kehumasan  dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan 
public relations. Dengan demikian, prosedur kerja bagian humas bisa diukur melalui 
indikator-indikator: 
a. Sistematika kaitan-kaitan pekerjaan bidang humas dengan pelayanan 
informasi pada instansi-instansi terkait. 
b. Kerjasama dan jalinan antar tim kerja (team work). 
c. Kerapian dan ketertiban pekerjan bidang kehumasan  
d. Efektivitas penciptaaan prosedur kerja bidang kehumasan. 
2.5. Kinerja Pegawai 
Kinerja pegawai adalah  produktivitas kerja pegawai bagian humas  sebagai 
perbandingan antara hasil kegiatan public relations  yang dicapai (output) dengan 
keseluruhan sumber daya yang  digunakan (input) mencakup pada dua dimensi kerja 
yaitu efektivitas yang mengarah pada pencapaian penampilan kerja yang maksimal 
dalam upaya pencapaian target yang berkaitan erat dengan kualitas, kuantitas dan 
waktu. Dengan demikian, kinerja pegawai bagian kehumasan bisa diukur melalui 
indikator-indikator: 
a. Pembuatan tabloid 
b. Pelaksanaan publikasi penerangan kebijakan pemerintah daerah 
c. Pelaksanaan pembuatan buku kliping berita pers 
d. Pelaksanaan dokumentasi foro dan video shooting setiap kegiatan 
pemerintah daerah 
e. Pelaksanaan pembuatan sambutan Bupati 
f. Pelaksanaan pembuatan dokumentasi Audio Visual Waduk Gadjah 
Mungkur 
g. Promosi potensi Wonigiri melalui media cetak dan elektronik 
h. Pelaksanaan kegiatan protokoler kegiatan acara pemerintah daerah. 
 
  
G.  Metode Penelitian 
1.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimen dengan rancangan cross 
sectional dimana pengamatan dilakukan secara point of time (pengamatan satu kali) 
untuk setiap objek penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu36. Bersifat 
deskriptif dan analitik karena menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang 




2.  Lokasi Penelitian 
Karena penelitian ini membutuhkan responden dengan kriteria pegawai negeri 
yang  memiliki tugas pokok dan fungsi public relations, maka penelitian ini 
dilakukan dengan mengambil lokasi di Bagian Humas yang ada di Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri. Lokasi ini penulis pilih dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Pemerintah Kabupaten Wonogiri  memiliki komitmen untuk 
meningkatkan citra daerahnya melalui promosi pariwisata serta pelayanan 
publik yang prima untuk mengundang partisipasi investor. 
b. Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri  telah diserahi tugas 
untuk menyusun Renstra SKPD serta memfasilitasi kinerja Bupati dengan 
kegiatan strategis seperti promosi-promosi potensi daerah dan obyek 
pariwisata daerah melalui  pembuatan Tabloid lokal Gema Wonogiri 
maupun promosi pencitraan melalui media-media nasional maupun 
internasional lainnya.  
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 Praktiknya, A.W., Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, CV. Rajawali, 
Jakarta, 1999,hal.189-201. 
 
c. Kinerja Bagian Humas sudah mulai dievaluasi Bupati pada setiap akhir 
tahun anggaran dalam rangka menegakkan citra Good Governance dan 
pembentuk citra kepribadian Kabupaten Wonogiri. 
  
 
   
3.  Populasi dan Sample 
 Analisis kinerja pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 
public relations hanya dimiliki pegawai Bagian Humas Pemeritah Kabupaten 
Wonogiri, maka  populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bagian Humas 
yang berjumlah 37 orang. Sesuai dengan obyek penelitian yang memfokuskan pada 
analisis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi public relations maka responden 
penelitian ini harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Berpendidikan minimal SLTA 
b. Menjabat sebagai staf hingga  Kepala Bagian Humas 
Karena jumlah populasi hanya sekitar 37 orang dan  berdasarkan karakteristik 
responden yang telah ditetapkan maka jumlah sampel yang memenuhi syarat untuk 
menjadi responden sebanyak 35 orang. Dua orang pegawai dinyatakan tidak 
memenuhi syarat menjadi responden karena berpendidikan SLTP dan bukan pegawai 
yang menduduki staf di Bagian Humas. Besar sample yang mendekati jumlah 
populasi menurut pendapat Ida Bagus Mantra dan Kasto maka akan semakin tinggi 
tingkat presisi yang dikehendaki. 
“Jadi sample yang besar cenderung memberikan praduga yang lebih mendekati nilai 
sesungguhnya (true value)……. Atau dengan cara lain dapat pula dikatakan bahwa 
antara besarnya sample yang diambil dengan besarnya kesalahan (error) terdapat 
hubungan yang negative. Semakin besar sample yang diambil, semakin kecil pula 
kesalahan (penyimpangan terhadap nilai populasi.” 37  
 
4.  Teknik Pengumpulan Data 
Data primer dikumpulkan melalui observasi/ pengamatan, menyebarkan kuesioner, 
serta mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait. 
Data sekunder untuk melengkapi penelitian ini penulis susun dengan metode pustaka, 
yaitu dengan membaca, menggali, dan memperkaya referensi dari buku-buku, 
majalah, kamus, tabloid, makalah, dll., yang relevan dengan penelitian ini. 
 
5.  Analisa Data  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data ordinal, maka data 
yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan teknik statistik. Masing-masing 
indikator variable diberi ranking, selanjutnya  instrument penelitian dilakukan uji 
validitas dan uji reliabilitas dalam sebuah try out sebelum digunakan untuk penelitian 
yang sesungguhnya. 
Menurut Kerlinger38 uji  validitas adalah menguji sejauh mana ketepatan dan 
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas merupakan 
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  Ida Bagus Mantra, Kasto, “Penentuan Sampel”, Masri Singarimbun, opcit, hal. 106-107 
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 Kerlinger, Fred, Azas-Azas Penelitian Perilaku, Rajawali, Jakarta, 1995. 
 
 
prosedur pengujian untuk melihat apakah suatu alat ukur atau pertanyaan yang 
dipakai dalam kuesioner dapat mengukur dengan cermat. 
Selanjutnya, reliabilitas merupakan kestabilan alat ukur.  Suatu alat ukur 
dikatakan memiliki reliabilitas, apabila dapat memberikan hasil yang sama jika 
digunakan untuk mengukur ulang objek yang sang sama.  Uji reliabilitas adalah suatu 
cara untuk melihat apakah alat ukur dalam hal ini kuesioner, konsisten atau tidak. Uji 
reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Hoyt atau analisi varian, dengan 
pertimbangan tingkat keluwesan penerapannya yang tinggi39.  
Uji validitas digunakan untuk memilih butir-butir pernyataan yang relevan 
untuk analisis. Uji validitas ini dilakukan dengan melihat korelasi antar skor masing-
masing butir pernyataan dengan skor faktor dengan menggunakan teknik korelasi 
product moment. Agar tidak terjadi over estimed terhadap nilai koefisien korelasi 
karena adanya muatan varians bagian dalam skor total, maka terhadap nilai koefisien 
tersebut perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan korelasi part-whole.  
Selanjutnya, uji hipotesa dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap;  
a. Uji bivariat dilakukan dengan menggunakan uji t dalam  regresi linier 
(linier regression) 
b. Uji multivariat dilakukan dengan menggunakan uji F dalam regresi ganda 
(multiple regresion). Menguji koefisien regresi ganda (multiple regresion) 
dilakukan dengan menggunakan uji test dengan tahapan sebagai berikut; 
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  Ibid. Kerlinger, 1999 
1. Membuat formula hipotesis 
2. Ho :  bi = 0 (hipotesis nihil) 
Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 
independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 
3. Menentukan level of significant dengan menggunakan t-tabel 
4. Menentukan t-hitung dengan rumus; t-hitung = bi/se(bi) 
5. Keputusan; 
a. Ho    : diterima bila t-hitung < t-tabel 















DESKRIPSI  LOKASI PENELITIAN  
 
A. Letak  Geografis Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri terletak pada 7 32’ – 8  15’ Lintang Selatan dan Garis 
Bujur 110  41’ – 111  18 Bujur Timur. Posisi Kabupaten Wonogiri sangat strategis 
karena terletak di ujung selatan Propinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Propinsi Jawa 
Timur dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Wonogiri 
adalah 182.236,02 ha. Secara adeministratif terbagi menjadi 25 Kecamatan, 43 
Kelurahan dan 251 Desa. 
Kondisi alamnya sebagian besar berupa pegunungan berbatu gamping, 
terutama di bagian selatan , yang termasuk jajaran Pegunungan Seribu dan 
merupakan mata air dari Bengawan Solo. Sedangkan batas wilayah Kabupaten 
Wonogiri dengan daerah lainnya adalah sebagai berikut; 
• Sebelah Selatan  
Berbatasan dengan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudera 
Indonesia 
• Sebelah Utara 
Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
(Jawa Tengah) 
• Sebelah Timur 
Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo 
(Jawa Timur) 
• Sebelah Barat 
Berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta 
Secara topografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan 
dataran rendah dengan ketinggian antara 100 – 300 meter di atas permukaan air laut 
(dpl). Sedangkan sebagian lagi merupakan dataran tinggi yaitu berada 500 m atau 
lebih dari permukaan air laut. Wilayah ini meliputi Kecamatan Jatiroto dan Karang 
Tengah. 
Fisiografi wilayah Kabupaten Wonogiri sebagian besar berupa perbukitan 
bergelombang. Sedangkan fisiografi dataran sangat terbatas hanya di beberapa tempat 
terutama pada bentuk lahan aluvial. 
Kondisi iklim di Kabupaten Wonogiri termasuk tipe tropis atau memiliki dua 
musim, yaitu penghujan dan kemarau. Pergantian musim berlangsung sepanjang 
tahun dengan temperatur suhu udara rata-rata 24 – 32  C.  Curah hujan Kabupaten 
Wonogiri rata-rata berkisar antara 1.557 – 2.476 mm/tahun dengan hujan antara 107 – 
153 hari/ tahun. 
 
B. Bentuk dan Susunan Organisasi serta Lembaga Teknis Daerah Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri 
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah yang 
sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah yang 
mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan, diarahkan guna mempercepat terbentuknya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranan aktif dari 
masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan karakteristik potensi suatu 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas dalam penyelenggaraan  pemerintah daerah dengan menyusun sebuah 
organisasi pemerintah daerah yang memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 
organisasi/ lembaga teknis pemerintah daerah, potensi, sumber daya alam dan 
manusia, dan penyesuaian dengan perkembangan daerah.  Komitmen ini diwujudkan 
dengan diterbitkannya Pemerintah daerah. 
Dasar hukum yang mengatur Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
adalah: 
a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan daerah kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Perda ini dibuat karena pertimbangan meningkatnya beban tugas serta 
kinerja satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
dan tantangan daerah ke depan yang sangat membutuhkan perhatian 
optimal serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah 
dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri. 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah yang merupakan sebuah lembaga 
yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan 
melaksanakan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan terdiri dari: 
a) Sekretariat daerah 
b) Asisten Pemerintahan 
c) Asisten Ekonomi dan Pembangunan 
d) Asisten Administrasi 
Susunan ini masih dijabarkan lagi menjadi: 
A. Asisten Pemerintahan yang terdiri dari; 
a. Bagian Tata Pemerintahan: 
i. Sub Bagian Pemerintahan Umum 
ii. Sub bagian Perangkat Daerah 
b. Bagian Pemerintah Desa: 
i. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa 
ii.   Sub Bagian Administrasi dan Kekayaan Desa 
c. Bagian Pertanahan: 
i. Sub Bagian Tata Wilayah 
ii. Sub Bagian Tata Guna Tanah 
d. Bagian Hukum: 
i. Sub Bagian Perundang-Undangan 
ii.    Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum 
 
B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang terdiri dari; 
a. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 
i. Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan Sosial 
ii.  Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah 
Raga 
b. Bagian Pembangunan; 
i. Sub Bagian Penyusunan Program 
ii.    Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan 
c. Bagian Perekonomian; 
i. Sub Bagian  Ekonomi Pertanian 
ii.    Sub Bagian Ekonomi Jasa dan Industri 
d. Bagian Kerjasama; 
i. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah 
ii.    Sub bagian Kerjasama Lembaga Lain  
C. Asisten Administrasi terdiri dari; 
a. Bagian Organisasi; 
i. Sub Bagian Kelembagaan  
ii.   Sub Bagian  Tata Laksana 
b. Bagian Umum; 
i. Sub Bagian Rumah Tangga 
ii.   Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Setda 
c. Bagian Perlengkapan; 
i. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan 
ii. Sub  Bagian  Penyimpanan, Pendistribusian dan 
Pemeliharaan  
d. Bagian Hubungan Masyarakat; 
i. Sub Bagian Protokol dan Sandi telekomunikasi 
ii.   Sub Bagian  Dokumentasi dan Penerangan Masyarakat 
iii.  Sub Bagian Pemberitaan  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Perda ini mengatur kembali Susunan dan Bentuk Organisasi Dinas  
Daerah yang ada di Pemerintah kabupaten Wonogiri dengan 
pertimbangan terus bertambahnya beban tugas dan untuk meningkatkan 
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan 
masyarakat yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri membentuk Sususnan Organisasi 
Dinas Daerah berjumlah 14 Dinas yang terdiri atas: 
a. Dinas Pekerjaan Umum 
b. Dinas Pendidikan  
c. Dinas Kesehatan 
d. Dinas Pertanian 
e. Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan 
f. Dinas Tenaga  Kerja 
g. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal 
i. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya 
j. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan 
k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
l. Dinas Pendapatan Daerah 
m. Dinas Pasar 
n. Dinas Kesejahteraan Sosial 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Wonogiri. Sesuai dengan pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Lembaga 
Teknis daerah dibentuk sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah 
dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat 
spesifik. Berdasarkan Perda di atas, Pemerintah kabupaten Wonogiri 
membentuk Lembaga Teknis daerah menjadi 5 lembaga berbentuk 
Badan dan 5 lembaga berbentuk Kantor dengan rincian sebagai berikut: 
a. Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) 
b. Badan Pengawas Kabupaten (BAPEKAP) 
c. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah 
d. Badan Kepegawaian  Daerah (BKD) 
e. Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKD) 
f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG 
dan LINMAS) 
g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 
h. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) 
i. Kantor Arsip daerah (ARSIPDA) 
j. Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) 
 
C. Tugas dan Fungsi Bagian Humas 
 Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatebn Wonogiri, Struktur Organisasi Bagian 
Humas sebagai berikut: 
 Gambar 3.  Struktur  Organisasi  Bagian Humas   
pada  Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
(Sumber :  Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Tahun 2008) 
 
 Berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 293 Tahun 2001 tentang 
Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri,  maka Bagian Humas 
mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 
1. Kepala Bagian 
1.1. Tugas Pokok 
 
KEPALA BAGIAN  
Kepala Sub Bagian 
Protokol dan Santel 
Kepala Sub Bagian 
Dokumentasi dan 
Penerangan Masyarakat 
Kepala Sub bagian 
Pemberitaan/RSPD 
Staf Staf Staf 
Staf Staf Staf 
Membantu Asisten Administrasi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
dan pemecahan masalah serta pelayanan administrasi di bidang Protokol, Sandi 
Telekomunikasi, Dokumentasi dan Penerangan Masyarakat 
 
1.2. Uraian Tugas 
1.2.1. Menyusun program kerja Bagian Humas sebagai penjabaran lebih 
lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Daerah agar 
dapat digunakan sebagai acuan kerja; 
1.2.2. Menjabarkan perintah dan kebijakan atasan baik berupa disposisi 
maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak 
lanjut penyelesaiannya; 
1.2.3. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang 
tugasnya agar dapat diselesaikan secara tepat, cepat dan akurat; 
1.2.4. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 
1.2.5. Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan 
kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya; 
1.2.6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, 
konsultasi kepada atasan minta masukan dari bawahan guna 
mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi 
tanggungjawabnya; 
1.2.7. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagian 
Humas secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi 
dan penyelenggaraan lebih lanjut; 
1.2.8. Menyiapkan bahan Bagian Humas guna menyusun kebijakan 
Pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan 
Bupati dan Keputusan sesuai kewenangan dan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
1.2.9. Menyiapkan bahan guna penyelesaian suatu masalah yang timbul 
dalam bidang Humas sebagai akibat kesalahan secara administratif, 
teknis maupun dampak kebijakan agar sesuai misi tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan; 
1.2.10. Menyusun laporan realisasi program kerja Bagian Humas  secara 
berkala kepada atasan sebagai bahan penyusunan laopran 
Akuntabilitas kinerja Bagian Humas;  
1.2.11. Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf yang 
rinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah dan 
pengambilan suatu keputusan; 
1.2.12. Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 
berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya; 
1.2.13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
2. Sub Bagian Protokol dan Santel 
2.1.    Tugas Pokok     
Melaksanakan penyusunan acara lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten, serta melaksanakan pelayanan, pembinaan, pelayanan berita/ 
informasi sandi dan telekomunikasi, maupun pemeliharaan alat-alat sandi 
telekomunikasi. 
2.2. Uraian Tugas 
2.2.1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Protokol dan Sandi 
Telekomunikasi sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja 
Bagian Humas agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. 
2.2.2. Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun 
petunjuk lisan guna dilakukan tindaklanjut penyelesaiannya; 
2.2.3. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang 
tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat. 
2.2.4. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang menjadi bidang tanggungjawabnya. 
2.2.5. Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan 
kerja agar diketahui tingkat pemahaman kerja dan kedisiplinannya. 
2.2.6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi pada 
atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan 
penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya. 
2.2.7. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola serta 
informasi yang berhubungan dengan protokol dan sandi 
telekomunikasi. 
2.2.8. Melakukan kerjasama dengan instansi lain atas nama pimpinan di 
bidang keprotokolan. 
2.2.9. Menyiapkan, menyusun dan mengatur acara penyelenggaraan 
upacara-upacara baik upacara bendera maupun upacara non 
bendera, pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya. 
2.2.10. Menyiapkan acara penerimaan tamu-tamu negara, tamu daerah dan 
tamu perwakilan negara sahabat. 
2.2.11. Menyiapkan acara dan jadwa kegiatan pimpinan Pemerintah daerah 
Kabupaten. 
2.2.12. Menginfentarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang keprotokolan dan sandi telekomunikasi serta menyiapkan  
bahan petunjuk untuk pemecahan masalah. 
2.2.13. Menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan dan perluasan 
jaringan sandi telekomunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten. 
2.2.14. Menyusun dan menyiapkan data segala kegiatan persandian dan 
telekomunikasi, serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan 
Sandi telekomunikasi Pemerintah daerah Kabupaten. 
2.2.15. Melakukan pengiriman dan menerima berita/ informasi dengan 
pesawat telex atau mesin sandi dan perangkat sandi telekomunikasi 
lainnya. 
2.2.16. Melakukan pencatatan/ agenda berita-berita/ radiogram baik yang 
diterima maupun dikirim dari dan ke Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintah Pusat. 
2.2.17. Mengatur jadwal kerja dan mengawasi kelancaran para petugas/ 
operator sandi telekomunikasi dan telex 24 jam. 
2.2.18. Membantu pencatatan berita/ radiogram yang bersifat rahasia yang 
akan dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya 
diserahkan kepada petugas sandi. 
2.2.19. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Sub bagian Protokol dan 
Sandi Telekomunikasi secara berkala kepada atasan sebagai bahan 
masukan dan evaluasi. 
2.2.20. memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf yang rinci 
sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah dan 
pengambilan keputusan. 
2.2.21. Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 
berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya. 
2.2.22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.  
 
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penerangan Masyarakat 
3.1. Tugas Pokok 
Mendokumentasikan dan mengelola informasi untuk bahan kebijakan 
pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten, memonitor perkembangan 
informasi dan melaksanakan penerangan masyarakat. 
 
3.2. Uraian Tugas 
3.2.1 Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan 
Penerangan Masyarakat sebagai penjabaran lebih lanjut dari 
program kerja Bagian Humas agar dapat digunakan sebagai acuan 
kerja. 
3.2.2 Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun 
petunjuk lisan guna dilakukan tindak lanjut penyelesaian. 
3.2.3 Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar dapat diselesaikan secara cepat dan akurat. 
3.2.4 Memberi petunjuk dan arahan bawahan sesuai dengan bidang 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 
3.2.5 Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai pemantauan pelaksanaan 
kerja agar dapat diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya. 
3.2.6 Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada 
atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan 
penyelesaian tugas yang menjadi bidangtanggungjawabnya. 
3.2.7 Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data 
informasi yang berhubungan dengan bidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 
3.2.8 Mendokumentasikan dan merekam kegiatan pimpinan Pemerintah 
daerah Kabupaten dan kegiatan lain pada even-even tertentu. 
3.2.9 Mendokumentasikan dan merekam kegiatan pimpinan Pemerintah 
daerah Kabupaten dan kegiatan lain pada even-even tertentu. 
3.2.10 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang Dokumentasi dan Penerangan Masyarakat serta 
menyiapkan bahan petunjuk untuk pemecahan masalah. 
3.2.11 Memonitor perkembangan informasi di masyarakat terhadap 
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten. 
3.2.12 Melaksanakan dan memberikan penerangan kepada masyarakat 
mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten dan informasi-
informasi yang perlu diketahui masyarakat baik melalui sarana 
mobil (keliling), film, penerbitan berkala dan insidental serta papan 
pengumuman. 
3.2.13 Merencanakan, mengatur dan melaksanakan petunjukan rakyat/ 
tradisional, pemutaran film keliling sebagai sarana pemberi 
informasi dan hiburan kepada masyarakat. 
3.2.14 Memberikan pelayanan informasi, menerima, menyusun dan 
menghimpun masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan 
masukan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan Pemerintah 
daerah Kabupaten Wonogiri. 
3.2.15 Menyelenggarakan dan memonitor pekan promosi daerah/ pameran 
hasil pembangunan sebagai laporan visualisasi kepada masyarakat. 
3.2.16 Menyiapkan bahan untuk memperoleh rekomendasi/ perizinan dan 
pengawasan terhadap film/ bioskop/ petunjukan keliling, VCD, dan 
rekaman maupun shooting film Nasional dan Asing. 
3.2.17 Memfasilitasi/ menyiapkan penyelenggaraan peringatan Hari Jadi 
kabupaten Wonogiri. 
3.2.18 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Dokumentasi 
dan Penerangan Masyarakat secara berkala kepada atasan sebagai 
bahan masukan evaluasi. 
3.2.19 Memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf yang rinci 
sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah dan 
pengambilan keputusan 
3.2.20 Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 
berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya. 
3.2.21 Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 
 
4. Sub bagian Pemberitaan/RSPD 
4.1. Tugas Pokok 
Melaksanakan penyebarluasan informasi pemberitaan dan pengawasan 
terhadap perkembangan berita baik melalui media cetak maupun media 
elektronika guna memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah daerah, serta 
mendistribusikan bahan-bahan penerbitan. 
4.2. Uraian Tugas 
4.2.1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian pemberitaan sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari program kerja Bagian Humas agar dapat 
digunakan sebagai acuan kerja. 
4.2.2. Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun petunjuk 
lisan guna dilakukan tindak lanjut penyelesaian. 
4.2.3. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 
agar dapat diselesaikan secara cepat dan akurat. 
4.2.4. Memberi petunjuk dan arahan bawahan sesuai bidang tugasnya  yang 
menjadi tangggungjawabnya.  
4.2.5. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai pemantauan pelaksanaan kerja 
agar dapat diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya. 
4.2.6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada 
atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan 
penyelesaian tugas yang menjadi bidang tanggungjawabnya. 
4.2.7. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta 
informasi yang berhubungan dengan pemberitaaan. 
4.2.8. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang Pemberitaan. 
4.2.9. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk 
teknis di bidang kesejahteraan sosial. 
4.2.10. Menyiapkan dan melaksanakan pemberitaan Informasi, kegiatan 
Pemerintah Daerah dan hasil pembangunan  melalui media cetak 
maupun media elektronik. 
4.2.11. Menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan 
terhadap surat-surat pembaca dan permasalahan pemberitaan di media 
massa yang berkaitan dengan Pemerintah, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan. 
4.2.12. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyelenggaraan penerbitan berita 
4.2.13. Menyiapkan bahan-bahan dan pelaksanaan jumpa pers/ konferensi 
pers dengan pimpinan daerah. 
4.2.14. Menyiapkan rencana peliputan acara-acara kegiatan Pemerintah 
Daerah Kabupaten. 
4.2.15. Melaksanakan liputan terhadap even/ kegiatan yang diadakan 
Pemerintah daerah Kabupaten untuk keperluan pemberitaan media 
massa. 
4.2.16. Menyiapkan bahan rekomendasi/ perizinan terhadap penyelenggaraan 
siaran serta penggunaan prasarana teknis penyiaran radio dan televisi. 
4.2.17. Melaksanakan pendaftaran pers nasional dan daerah, lembaga 
penerbitan dan peredaran pers asing, serta penempatan perwakilan dan 
kantor berita asing di daerah. 
4.2.18. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Pemberitaan 
secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan dan evaluasi. 
4.2.19. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian pemberitaan 
secara berkala kepada atasan sebagai bahan masukan dan evaluasi. 
4.2.20. Memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf yang rinci 
sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah dan 
pengambilan keputusan. 
4.2.21. Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 
berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya. 
4.2.22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
   
 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Humas Sekretariat 
daerah kabupaten Wonogiri didukung dengan susunan kepegawaian dan 
perlengkapan sebagai berikut: 
Tabel 4.  Susunan Kepegawaian Bagian Humas Menurut Eselonisasi 
No Eselon Jumlah 
1 Eselon I - 
2 Eselon  II - 
3 Eselon III 1 
4 Eselon IV 3 
5 Staf  27 
6 Staf lain-lain (PP31)/ Kontrak 6 
Jumlah  37 
(Sumber :  Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Tahun 2008) 
 
Tabel 5.  Perlengkapan Yang Dimiliki Bagian Humas 
No. Jenis Perlengkapan Jumlah 
1 Meja Pimpinan 1 
2 Meja staf 30 
3 Kursi Pimpinan 1 
4 Kursi staf 30 
5 Kursi lipat 7 
6 Mesin ketik 5 
7 Komputer 8 
8 Filling kabinet 7 
9 Sepeda Motor 4 
10 Kendaraan roda empat 1 
11 Pesawat telepon 5 
12 AC Ruangan 4 
13 Pesawat televisi 12 inch 5 
14 Pesawat Faximil 2 
15 Kamera foto 5 
16 Kamera video 5 
17 Kamera foto digital 1 
18 Lampu blitz 2 
19 Tripot  video 2 
20 Batu kering 1 
21 Lampu kamera video 1 
22 Baterai cas kamera digital 1 
23 Spiker horn 4 
24 Pesawat HT 2 
25 Proyektor film 3 
26 Ampli faiyer 2 
27 Layar film 2 
28 Kipas angin 2 
29 Almari kayu 8 
30 Almari rak besi 2 
31 Almari rak kayu 3 
32 Almari Etalase 1 
33 Tiang antene 3 
34 Gedung RSPD 1 
35 Pemancar 1 
36 Kursi pers 10 
37 Meja pers 4 
38 Tanah RSPD 2 































SAJIAN   DATA  
 
Pada Bab ini akan disajikan analisis data mengenai karakteristik responden 
dan data dari  instrumen penelitian yang berupa  kuesioner tertutup.  Penelitian  
kinerja pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi Bagian Humas menggunakan responden pegawai Bagian 
Humas yang berjumlah 35 responden.    
Penyajian data  diuraikan secara diskriptif untuk mengetahui distribusi 
frekuensi dan persentase data dengan bahasan sub bab-nya sebagai berikut; 
A. Deskripsi Karakteristik Responden 
B. Deskripsi Variabel Independen 
C. Deskripsi Variabel Dependen 
A. Deskrisi  Karakteristik Responden   
Deskripsi karakteristik responden disajikan dengan tujuan untuk memperoleh 
gambaran kondisi pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri 
yang  menjadi sampel penelitian. Data  karakteristik responden diolah berdasarkan 





Tabel 3.1. Tabulasi Entry  Dengan Menggunakan SPSS Data Identiras 
































































































































































































(Sumber : Lihat Lampiran Data Entry Karakteristik Responden) 
Tabel 1  menunjukkan  coding dari entry data yang bermakna ; 
1. Untuk Sex (jenis kelamin), coding 1 =  pria dan 2 = wanita 
2. Untuk usia, coding kelompok usia adalah  1 = di bawah 20 tahun, 2 = 20 
tahun sampai 29 tahun, 3 = 30 tahun sampai – 40 tahun, dan 4 = di atas 40 
tahun. 
3.  Untuk pendidikan, coding kelompok pendidikan adalah 1 = SLTA, 2 = 
Diploma I/II/III, 3 = Sarjana S1, dan 4 = Sarjana S2. 
4. Untuk pengalaman kerja, coding kelompok pengalaman kerja adalah 1 = 
1tahun sampai 5 tahun, 2 = 6 tahun sampai 10 tahun, 3 = di atas 10 tahun. 
Berdasarkan entry data dengan menggunakan SPSS, selanjutnya diolah 
dengan SPSS untuk memperoleh label dari coding yang telah diberikan di atas 
dengan hasil sebagai berikut:  
 
Tabel 3.2. Tabulasi Value Label  Identiras Pegawai Bagian Humas, 
Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri 
(N=35) 
        




1 Wanita 30-39  Sarjana S2 6 - 10  
2 Pria 20 - 29  Diploma 
I/II/III/IV 
1 - 5  
3 Pria 40 - 49 Diploma 
I/II/III/IV  
10 ke atas 
4 Pria 20 - 29  Diploma 
I/II/III/IV 
1 - 5  
5 Pria 40 - 49 Sarjana S1 10 ke atas 
6 Wanita  30-39 Sarjana S1 6 - 10  
7 Wanita 30-39 Sarjana S1 6 - 10  
8 Pria 40 - 49 Sarjana S1 10  ke atas 
9    Pria  30-39 Sarjana S1 6 - 10 tahun 
10 Pria 30-39 SLTA 6 - 10 tahun 
11 Pria 20 - 29 th Sarjana S1 1 - 5 th 
12 Pria 40 - 49 Sarjana S1 10 tahun ke 
atas 
13 Wanita  20 - 29 th SLTA 1 - 5 th 
14 Pria 20 - 29 th SLTA 1 - 5 th 
15 Wanita 40 - 49  SLTA 10 tahun ke 
atas 
16 Pria 20 - 29 th SLTA 1 - 5 th 
17 Wanita  30-39 SLTA 6 - 10 tahun 
18  Wanita 20 - 29 th SLTA 1 - 5 th 
19 Wanita  20 - 29 th SLTA 1 - 5 th 
20 Pria 20 - 29 th SLTA 1 - 5 th 
21 Wanita 40 - 49 Diploma 
I/II/III/IV 
10 tahun ke 
atas 
22 Pria 20 - 29 th Diploma 
I/II/III/IV 
1 - 5 th 
23 Pria 20 - 29 th Diploma 
I/II/III/IV 
1 - 5 th 
24 Wanita  40 - 49 Sarjana S1 10 tahun ke 
atas 
25 Pria 20 - 29 th Sarjana S1 1 - 5 th 
26 Pria 20 - 29 th SLTA  1 - 5 th 
27 Pria 20 - 29 th SLTA 1 - 5 th 
28 Pria 20 - 29 th SLTA  1 - 5 th 
29 Wanita 20 - 29 th SLTA  1 - 5 th 
30 Pria 30-39 Diploma 
I/II/III/IV 
6 - 10 tahun 
31 Pria 20 - 29 th Diploma 
I/II/III/IV 
1 - 5 th 
32  Pria 30-39 Diploma 
I/II/III/IV 
6 - 10 tahun 
33 Pria 40 - 49 Sarjana S1 10 tahun ke 
atas 
34  Pria 20 - 29 th Sarjana S1 1 - 5 th 
35 Wanita 20 - 29 th Sarjana S1 1 - 5 th 
     
(Sumber : Hasil Olah Ddata value label Dengan SPSS, Lihat Lampiran Karekteristik 
Responden)  
 
  Selanjutnya, hasil olah data value label dengan SPSS disusun datanya menjadi 




Tabel 3.3.  Karakteristik Responden Menurut Umur dan Masa Kerja 
(N=35) 
 
Umur (dalam tahun)  Masa 
Kerja  

































Sumber (Rekapitulasi dari Lampiran Karakteristik Responden)  
Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukkan masa kerja pegawai antara 1-5 tahun dan 
berumur antara 20 - 29 tahun berjumlah 19 orang sedangkan  pegawai yang memiliki 
masa kerja 6 – 10 tahun berjumlah 8 orang. Sebanyak 8 orang pegawai berusia 40 – 
49 tahun memiliki masa kerja di atas 10 tahun.   
Selanjutnya, hasil olah data value label dengan SPSS juga bisa  disusun 
datanya menjadi tabel karakteristik responden menurut jenis kelamin dan pendidikan 
yang disajikan pada tabel berikut ini; 
Tabel  3.4.  Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  dan Pendidikan  
(N=35) 
 
Jenis Kelamin  Pendidikan    








































         Sumber (Rekapitulasi dari Lampiran Karakteristik Responden)   
Berdasarkan  Tabel 3.4  menunjukkan  sebanyak 23 orang pria pegawai 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri  yang berpendidikan SLTA 
berjumlah 8 orang, DIII berjumlah 8 orang,  Sarjana S1 berjumlah 7 orang dan belum 
ada yang berpendidikan Sarjana S2.  Sebanyak 12 orang wanita pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri  yang berpendidikan SLTA 
berjumlah  6 orang, DIII berjumlah 1 orang,  Sarjana S1 berjumlah 4 orang dan 1 
orang pegawai wanita sudah  berpendidikan Sarjana S2. 
Selanjutnya, hasil olah data value label dengan SPSS juga bisa  disusun 
datanya menjadi tabel karakteristik responden menurut jenis kelamin dan umur   
disajikan pada tabel berikut ini; 
Tabel 3.5.  Karakteristik Responden Menurut Jenis kelamin dan Umur 
   (N=35) 
Umur (dalam tahun)  Jenis Kelamin 























     
Total 19 8 8 35 
Sumber (Rekapitulasi dari Lampiran Karakteristik Responden)  
Berdasarkan Tabel 3.5  menunjukkan  sebanyak 23 orang pria pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri  yang berusia diantara 20 – 29 tahun  
berjumlah 14 orang, sebanyak  4 orang pegawai berusia diantara 30 - 39 tahun, 
sebanyak 5 orang pegawai berusia diantara 40 - 49 tahun.  Sebanyak 12 orang wanita 
pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri  yang  berusia 
diantara 20 – 29 tahun  berjumlah 5 orang, sebanyak  4 orang pegawai berusia 
diantara 30 - 39 tahun, sebanyak 3 orang pegawai berusia diantara 40 - 49 tahun. 
 
B. Deskripsi Variabel Independen 
B.1 Deskrisi Pengetahuan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Bagian 
Humas, Sekda  Kabupaten Wonogiri (X1) 
Pengetahuan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)  Bagian Humas adalah 
merupakan serangkaian pengetahuan pegawai dalam menjalankan tugas pokoknya 
yang  indikatornya diukur melalui: 
e. Pengetahuan mengenai aplikasi bidang Humas dalam teori public relations. 
f. Pengetahuan mengenai Landasan hukum Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas 
g. Pengetahuan mengenai pelaksanaan prosedur Tugas Pokok dan Fungsi Bagian 
Humas  
 Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan Tupoksi pegawai 
berjumlah 12 item pertanyaan. Sistem penilaian dilakukan  jika responden menjawab 
benar maka diberi nilai skor  1 (satu) dan jika responden menjawab salah diberi nilai 
skor  0 (nol). Dengan demikian nilai maksimal yang diperoleh responden adalah 12 
(dua belas) sedangkan nilai minimalnya adalah 0 (nol).  
Tabel  3.6.  Data Entry Hasil Penilaian Pengetahuan Prosedur Tupoksi Pegawai 
Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri 
 











































































Data Entry Hasil Penilaian Pengetahuan Prosedur Tupoksi pada Tabel 3.6 










Pengetahuan Tupoksi  
Valid 35 N 
Missing 1 
Mean 10.80 
Std. Error of Mean .224 
Median 11.00 
Mode 12 





(Sumber : Lihat Lampiran Deskripsi Tupoksi) 









Valid 7 1 2.8 2.9 2.9 
  9 5 13.9 14.3 17.1 
  10 9 25.0 25.7 42.9 
  11 4 11.1 11.4 54.3 
  12 16 44.4 45.7 100.0 
  Total 35 97.2 100.0   
Missing System 1 2.8     
Total 36 100.0     
 
(Sumber : Lihat Lampiran Deskripsi Tupoksi) 
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS tersebut, selanjutnya   data kondisi 
pengetahuan Tupoksi dari pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 





Tabel 3.7. Deskripsi Frekuensi  dan Presentase Pengetahuan Tupoksi Pegawai 
Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
 (N=35) 
 
No Skore Nilai Frekuensi Persentase 
Persentase 
Kumulatif 
1 7 1 2.9 2.9 
2  9 5 14.3 17.1 
3 10 9 25.7 42.9 
4 11 4 11.4 54.3 






100.0   
Nilai Mean  = 10,80 
 
(Sumber :  Data diolah dari 12 item pertanyaan Pengetahuan Tupoksi dengan SPSS) 
 
Tabel 3.7  menunjukkan nilai rata-rata pengetahuan Tupoksi pegawai Bagian 
Humas Sekretariat daerah kabupaten Wonogi adalah sebesar 10,80. Pegawai yang 
memperoleh nilai pengetahuan sebesar 7  sebanyak 2,9% (1 orang), sebanyak 14,3% 
(5 orang) pegawai memperoleh nilai 9, nilai 10 diperoleh pegawai sebanyak 25,7% (9 
orang), sebanyak 11,4% (4 orang) pegawai  memperoleh nilai 11 sedangkan nilai 
tertinggi 12 diperoleh  pegawai sebanyak 45,7% (16 orang). Secara grafik 
digambarkan sebagai berikut: 















Gambar  3.1.  Grafik Bar  Skor Nilai  Pengetahuan Tupoksi Pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri (N =35) 
 B.2  Deskrisi   Ketarampilan  Kerja Pegawai Bagian Humas, Sekda 
Kabupaten Wonogiri (X2) 
Keterampilan public relations adalah merupakan  kemampuan pegawai 
Bagian Humas Sekretariat daerah Kabupaten Wonogiri  dalam melaksanakan 
kegiatan public relations yang diukur melalui indikator :  
a. Pemberian pelayanan informasi, menerima, menyusun dan menghimpun 
masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan masukan untuk pengambilan 
keputusan.  
b. Penyelenggaraan dan monitoring pesan promosi daerah/ pameran hasil 
pembangunan sebagai laporan visualisasi kepada masyarakat. 
c. Pemberitaan informasi kegiatan pemerintah daerah dan hasil pembangunan 
melalui media cetak maupun media elektronik. 
d. Penyiapan  bahan-bahan dan pelaksanaan jumpa pers/ konferensi pers. 
e. Aktivitas pengumpulan  dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan 
dengan protokol dan sandi telekomunikasi. 
f. Pembuatan kerjasama dengan instansi lain atas nama pimpinan di bidang 
keprotokolan. 
g. Pendokumentasian dan pengolahan informasi kegiatan pemerintah kabupaten, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah dan organisasi kemasyarakatan baik melalui 
photo maupun video shooting.  
h. Pemberian penerangan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah 
daerah dan informasi yang perlu diketahui melalui sarana mobil (keliling), film, 
penerbitan berkala dan insidental serta papan pengumuman. 
i. Penyiapan bahan untuk memperoleh rekomendasi/ perizinan dan pengawasan 
terhadap film/ bioskop/ pertunjukan keliling, VCD dan rekaman maupun 
shooting film nasional dan asing. 
Kondisi keterampilan kerja pegawai  Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dalam hal  pelayanan informasi, menerima, menyusun dan 
menghimpun masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan masukan untuk 
pengambilan keputusan    disajikan pada tabel  berikut ini:  
 
Tabel  3.8. Diskripsi  Persentase   Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas dalam 
Pelayanan Informasi Masyarakat   
(N=35) 
 









1 Kendala dalam melakukan 
pelayanan informasi, 
menerima, menyusun dan 
menghimpun masukan-
masukan dari masyarakat 
















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 1)  
 
Berdasarkan Tabel 3.8 menunjukkan  sebanyak 97,14 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kendala dalam melakukan pelayanan informasi, menerima, menyusun dan 
menghimpun masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan masukan untuk 
pengambilan keputusan sedangkan 2,86 % pegawai menjawab “kadang-kadang” 
mengalami kendala. Dan tidak ada pegawai yang menjawab “selalu” dan “tidak 
tahu” kendala yang dialami dalam memberikan pelayanan informasi. 
Keterampilan pegawai  dalam hal penyelenggaraan dan monitoring pesan 
promosi daerah/ pameran hasil pembangunan sebagai laporan visualisasi kepada 





Tabel   3.9.   Diskripsi  Persentase   Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas  
Dalam Penyelenggaraan dan Monitoring Pesan  Promosi 
 Hasil Pembangunan  
(N=35) 
 









1 Kendala dalam 
penyelenggaraan dan 
monitoring pesan promosi 
daerah/ pameran hasil 

















visualisasi kepada masyarakat 
 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 2)  
 
Berdasarkan Tabel 3.9 menunjukkan  sebanyak 94,28 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kendala dalam dalam penyelenggaraan dan monitoring pesan promosi 
daerah/ pameran hasil pembangunan sebagai laporan visualisasi kepada masyarakat 
sedangkan 2,86 % pegawai menjawab “kadang-kadang” mengalami kendala. Tidak 
ada pegawai yang menjawab “selalu” mengalami kendala sedangkan 2,86% pegawai 
menjawab  “tidak tahu” kendala yang dialami dalam penyelenggaraan dan 
monitoring pesan promosi daerah. 
Keterampilan pegawai dalam hal pemberitaan informasi kegiatan pemerintah 
daerah dan hasil pembangunan melalui media cetak maupun media elektronik  




Tabel   3.10   Diskripsi  Persentase   Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas  
Dalam  Pemberitaan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah dan Hasil Pembangunan 
(N=35) 
 









1 Hambatan dalam pemberitaan     
informasi kegiatan pemerintah 
daerah dan hasil pembangunan 















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 3)  
 
Berdasarkan Tabel 3.10 menunjukkan  sebanyak 71,43 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami hambatan dalam pemberitaan informasi kegiatan pemerintah daerah dan 
hasil pembangunan media cetak maupun media elektronik sedangkan 28,57% 
pegawai menjawab “kadang-kadang” mengalami kendala. Dan tidak ada pegawai 
yang menjawab “selalu” dan “tidak tahu” hambatan  yang dialami dalam 
pemberitaan informasi kegiatan pemerintah daerah.  
Keterampilan pegawai dalam hal penyiapan  bahan-bahan dan pelaksanaan 







Tabel   3.11   Diskripsi  Persentase   Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas  
Dalam  Penyiapan  Bahan-Bahan dan Pelaksanaan Jumpa Pers/ Konferensi Pers 
(N=35) 
 







1 Kesulitan dalam menyiapkan  
bahan-bahan dan pelaksanaan 














(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 4)  
 
Berdasarkan Tabel 3.11 menunjukkan  sebanyak 80 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kesulitan dalam menyiapkan  bahan-bahan dan pelaksanaan jumpa pers/ 
konferensi pers sedangkan 20,00% pegawai menjawab “kadang-kadang” mengalami 
kendala. Dan tidak ada pegawai yang menjawab “selalu” dan “tidak tahu” kesulitan   
yang dialami dalam menyiapkan  bahan-bahan dan pelaksanaan jumpa pers/ 
konferensi pers. 
Keterampilan pegawai dalam hal aktivitas pengumpulan  dan pengolahan data 
serta informasi yang berhubungan dengan protokol dan sandi telekomunikasi 
disajikan pada tabel berikut ini : 
Tabel   3.12   Diskripsi  Persentase Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas  
Dalam Aktivitas Pengumpulan  dan Pengolahan Data.   
(N=35) 
 









1 Kendala dalam melakukan  
aktivitas pengumpulan  dan 
pengolahan data serta 

















dengan protokol dan sandi 
telekomunikasi 
 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 5)  
 
 Berdasarkan Tabel 3.12 menunjukkan  sebanyak 62,86 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kendala dalam melakukan  aktivitas pengumpulan  dan pengolahan data 
serta informasi yang berhubungan dengan protokol dan sandi telekomunikasi 
sedangkan 37,14% pegawai menjawab “kadang-kadang” mengalami kendala. Dan 
tidak ada pegawai yang menjawab “selalu” dan “tidak tahu” kendala   yang dialami 
dalam hal melakukan  aktivitas pengumpulan  dan pengolahan data serta informasi. 
  Keterampilan pegawai dalam hal pembuatan kerjasama dengan instansi lain 
atas nama pimpinan di bidang keprotokolan disajikan pada tabel berikut ini : 
Tabel   3.13   Diskripsi  Persentase   Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas  
Dalam  Pembuatan Kerjasama Dengan Instansi Lain 
(N=35) 
 









1 Kesulitan dalam hal pembuatan 
kerjasama dengan instansi lain 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 6)  
 
Berdasarkan Tabel 3.13 menunjukkan  sebanyak 71,42 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kesulitan dalam hal pembuatan kerjasama dengan instansi lain atas nama 
pimpinan di bidang keprotokolan sedangkan 14,28% pegawai menjawab “kadang-
kadang” mengalami kesulitan. Pegawai yang menyatakan selalu mengalami 
kesulitan dalam hal pembuatan kerjasama dengan isntansi lain sebanyak 8,5% 
sedangkan pegawai yang menjawab “tidak tahu”  kesulitan pembuatan kerjasama 
dengan instansi lain sebanyak 2,84%.   
Keterampilan pegawai dalam hal pendokumentasian dan pengolahan 
informasi kegiatan pemerintah kabupaten, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan 
organisasi kemasyarakatan baik melalui photo maupun video shooting  disajikan 
pada tabel berikut ini : 
Tabel   3.14   Diskripsi  Persentase   Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas  
Dalam  Hal Pendokumentasian dan Pengolahan Informasi  
Kegiatan Pemerintah Kabupaten  
(N=35) 
 









1 Kesulitan dalam hal 
pendokumentasian dan 
pengolahan informasi kegiatan 
pemerintah kabupaten, dinas 
daerah, lembaga teknis daerah 
dan organisasi kemasyarakatan 
baik melalui photo maupun 






















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 7)  
 
Berdasarkan Tabel 3.14 menunjukkan  sebanyak 74,29 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kesulitan dalam hal pendokumentasian dan pengolahan informasi 
kegiatan pemerintah kabupaten, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan organisasi 
kemasyarakatan baik melalui photo maupun video shooting sedangkan 14,29% 
pegawai menjawab “kadang-kadang” mengalami kesulitan. Pegawai yang 
menyatakan “selalu” mengalami kesulitan dalam hal pendokumentasian dan 
pengolahan informasi kegiatan pemerintah kabupaten, dinas daerah, lembaga teknis 
daerah dan organisasi kemasyarakatan sebanyak 11,42% dan tidak ada  pegawai yang 
menjawab “tidak tahu”  kesulitan dalam hal pendokumentasian dan pengolahan 
informasi.   
Keterampilan pegawai dalam hal pemberian penerangan kepada masyarakat 
mengenai kebijakan pemerintah daerah dan informasi yang perlu diketahui melalui 
sarana mobil (keliling), film, penerbitan berkala dan insidental serta papan 
pengumuman disajikan pada tabel berikut ini : 
Tabel   3.15   Diskripsi  Persentase Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas  
Dalam Pemberian Penerangan Kepada Masyarakat Mengenai Kebijakan Pemerintah 
Daerah dan Informasi 
(N=35) 
 









1 Kendala dalam hal pemberian 














pemerintah daerah dan 
informasi yang perlu diketahui 
melalui sarana mobil (keliling), 
film, penerbitan berkala dan 
insidental serta papan 
pengumuman  
 
67,85 32,15 0 0 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 8)  
 
 Berdasarkan Tabel 3.15 menunjukkan  sebanyak 67,85 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kendala dalam melakukan  aktivitas pengumpulan  dan pengolahan data 
serta informasi yang berhubungan dengan protokol dan sandi telekomunikasi 
sedangkan 32,15% pegawai menjawab “kadang-kadang” mengalami kendala. Dan 
tidak ada pegawai yang menjawab “selalu” dan “tidak tahu” kendala   yang dialami 
dalam hal pemberian penerangan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah 
daerah dan informasi yang perlu diketahui. 
Keterampilan pegawai dalam hal penyiapan bahan untuk memperoleh 
rekomendasi/ perizinan dan pengawasan terhadap film/ bioskop/ pertunjukan 
keliling, VCD dan rekaman maupun shooting film nasional dan asing disajikan pada 
tabel berikut ini :  
Tabel   3.16   Diskripsi  Persentase   Keterampilan Kerja Pegawai Bagian Humas 
Dalam Penyiapan Bahan Untuk Memperoleh Rekomendasi/  
Perizinan dan Pengawasan 
(N=35) 
 









1 Kesulitan dalam hal penyiapan 
bahan untuk memperoleh 
rekomendasi/ perizinan dan 
pengawasan terhadap film/ 
bioskop/ pertunjukan keliling, 
VCD dan rekaman maupun 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Keterampilan Kerja nomor 9)  
 
 Berdasarkan Tabel 3.16 menunjukkan  sebanyak 92,26 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “tidak pernah” 
mengalami kesulitan  dalam hal penyiapan bahan untuk memperoleh rekomendasi/ 
perizinan dan pengawasan terhadap film/ bioskop/ pertunjukan keliling, VCD dan 
rekaman maupun shooting film nasional dan asing  sedangkan 4,86 % pegawai 
menjawab “kadang-kadang” mengalami kesulitan. Tidak ada pegawai yang 
menjawab “selalu” mengalami kesulitan sedangkan 2,88% pegawai menjawab  
“tidak tahu” kesulitan yang dialami dalam penyiapan bahan untuk memperoleh 
rekomendasi/ perizinan dan pengawasan. 
 
B.3   Deskrisi   Kelengkapan Peralatan  Pegawai Bagian Humas, Sekda 
Kabupaten Wonogiri (X3) 
Kelengkapan peralatan fasilitas piranti peralatan  teknologi komunikasi  bagi 
pegawai Bagian Humas  agar mampu  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
praktisi public relations  yang diukur melalui  indikator: 
d. Kelengkapan jenis peralatan yang dibutuhkan 
e. Kecukupan jumlah alat-alat telekomunikasi 
f. Kualitas peralatan yang digunakan. 
Kondisi kelengkapan peralatan kerja berupa kamera foto bagi  pegawai  












  Tabel   3.17   Diskripsi  Persentase  Kelengkapan Peralatan Kamera  Foto bagi 
Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah,  Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Jumlah kamera foto sebagai 
peralatan kerja peliputan 
kegiatan sudah sesuai dengan 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan  Kerja nomor 1)  
 
Berdasarkan Tabel 3.17 menunjukkan  sebanyak 82,36 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” dengan  
jumlah kamera foto sebagai peralatan kerja peliputan kegiatan sudah sesuai dengan 
kebutuhan untuk kelancaran kerja sedangkan 5,76 % pegawai menjawab “setuju”  
dengan jumlah kamera foto sebagai peralatan kerja. Pegawai yang menjawab “tidak 
setuju”  dengan jumlah kamera foto sebanyak 9% sedangkan sebanyak 2,88% 
pegawai menjawab  “sangat tidak setuju ” dengan jumlah kamera foto sebagai 
peralatan kerja peliputan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran 
kerja . 
Kondisi kelengkapan peralatan kerja berupa kamera video bagi  pegawai  




  Tabel   3.18.   Diskripsi  Persentase  Kelengkapan Peralatan Kamera Video  bagi 
Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Jumlah kamera video di unit 
kerja sudah sesuai dengan yang 
dibutuhkan untuk kelancaran 
pekerjaan shooting berbagai 

















 (Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan Kerja  nomor 2)  
 
Berdasarkan Tabel 3.18 menunjukkan  sebanyak 72,35 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” dengan  
jumlah kamera video di unit kerja sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk 
kelancaran pekerjaan shooting berbagai kegiatan pemerintah daerah sedangkan 
24,77% pegawai menjawab “setuju”  dengan jumlah kamera video di unit kerjanya. 
Sebanyak 2,88% pegawai menjawab  “tidak setuju ” dengan jumlah kamera video di 
unit kerja sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan shooting 
dan  pegawai yang menjawab “sangat tidak setuju”  dengan jumlah kamera video 
foto tidak ada.    
Kondisi kelengkapan peralatan kerja berupa lampu kamera video bagi  
pegawai  Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri  disajikan pada 
tabel berikut ini; 
 
 
  Tabel   3.19.   Diskripsi  Persentase  Kelengkapan Peralatan Lampu Kamera Video  
bagi Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Jumlah lampu kamera video     
sebagai perlengkapan kerja 
sudah sesuai dengan kebutuhan 















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan  Kerja nomor 3)  
 
Berdasarkan Tabel 3.19 menunjukkan  sebanyak 70,34 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” dengan  
jumlah lampu kamera video sebagai perlengkapan kerja sudah sesuai dengan 
kebutuhan untuk kelancaran kerja shooting sedangkan 26,79% pegawai menjawab 
“setuju”  dengan jumlah lampu kamera video. Sebanyak 2,87% pegawai menjawab  
“tidak setuju ” dengan jumlah lampu kamera video sebagai perlengkapan kerja 
sudah sesuai dengan kebutuhan  dan  tidak  ada pegawai yang menjawab “sangat 
tidak setuju”  dengan jumlah kamera video foto.     
Kondisi kelengkapan peralatan kerja berupa komputer  bagi  pegawai  Bagian 




Tabel   3.20   Diskripsi  Persentase Kelengkapan Komputer  bagi Pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Jumlah komputer sebagai 
peralatan kerja edit film 
maupun foto sudah sesuai 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan  Kerja nomor 4)  
 
 Berdasarkan Tabel 3.20 menunjukkan  tidak ada  pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” maupun 
”setuju” dengan  jumlah komputer sebagai peralatan kerja edit film maupun foto 
sudah sesuai dengtan kebutuhan untuk kelancaran kerja. Sebanyak 82,85% pegawai 
menjawab  “tidak setuju ” dengan jumlah komputer sebagai sarana untuk  edit film 
maupun foto sedangkan sebanyak 17,15% pegawai menjawab  “ sangat tidak 
setuju”  dengan jumlah komputer yang tersedia.       
 Kondisi kelengkapan peralatan kerja berupa kendaraan operasional bagi  
pegawai  Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri  disajikan pada 





  Tabel   3.21.   Diskripsi  Persentase  Kelengkapan Kendaraan Operasional   bagi 
Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 








1 Jumlah kendaraan operasional 
sebagai peralatan kerja sudah 
















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan  Kerja nomor 5)  
 
Berdasarkan Tabel 3.21 menunjukkan  tidak ada pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” dengan  jumlah 
kendaraan operasional sebagai peralatan kerja sudah sesuai dengan kebutuhan 
mobilitas kerja namun sebanyak  85,29% pegawai menjawab “setuju”  dengan 
jumlah kendaraan operasional. Sebanyak 14,71% pegawai menjawab  “tidak setuju” 
dengan jumlah kendaraan operasional sebagai peralatan kerja sudah sesuai dengan 
kebutuhan mobilitas kerja dan  tidak  ada pegawai yang menjawab “sangat tidak 
setuju”  dengan jumlah kendaraan operasional.      
Kondisi kelengkapan peralatan kerja berupa LCD monitor bagi  pegawai  





Tabel   3.22.   Diskripsi  Persentase Kelengkapan LCD monitor  bagi Pegawai 
Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Jumlah LCD monitor sebagai 
peralatan kerja sudah sesuai 















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan  Kerja nomor 6)  
 
 Berdasarkan Tabel 3.22 menunjukkan  tidak ada  pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” maupun 
”setuju” dengan  jumlah LCD monitor sebagai peralatan kerja sudah sesuai dengan 
kebutuhan aktivitas kerja. Sebanyak 92,86% pegawai menjawab  “tidak setuju ” 
dengan jumlah LCD monitor sedangkan sebanyak 7,14% pegawai menjawab  
“sangat tidak setuju”  dengan jumlah LCD monitor  yang tersedia.       
Kondisi kelengkapan peralatan kerja berupa pesawat HT bagi  pegawai  







 Tabel   3.23.   Diskripsi  Persentase Kelengkapan Pesawat HT  bagi Pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Jumlah pesawat HT sebagai 
peralatan komunikasi sudah 
sesuai dengan kebutuhan 














(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan  Kerja nomor 7)  
 
 Berdasarkan Tabel 3.23 menunjukkan  tidak ada  pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” maupun 
”setuju” dengan  jumlah pesawat HT sebagai peralatan komunikasi sudah sesuai 
dengan kebutuhan aktivitas di Bagian Humas. Sebanyak 85,75% pegawai menjawab  
“tidak setuju ” dengan jumlah pesawat HT sebagai peralatan komunikasi sudah 
sesuai dengan kebutuhan aktivitas sedangkan sebanyak 15,25% pegawai menjawab  
“sangat tidak setuju”  dengan jumlah pesawat HT   yang tersedia.       
Kondisi kelengkapan peralatan kerja bagi  pegawai  Bagian Humas Sekretariat 





  Tabel  3. 25.   Diskripsi  Persentase  Dukungan Kelengkapan Peralatan Kerja  bagi 
Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Semua perlengkapan peralatan 
kerja di Bagian humas sangat 















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan Kerja  nomor 8)  
 
Berdasarkan Tabel 3.25 menunjukkan  sebanyak 92,27 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap   
pernyataan semua perlengkapan peralatan kerja di Bagian humas sangat membantu 
dan meringankan tugas sedangkan 7,73% pegawai menjawab “setuju”  dengan 
dukungan peralatan kerja dalam membantu pekerjaan. Tidak ada pegawai yang 
menjawab  “tidak setuju ” dan “sangat tidak setuju” terhadap pernyataan   semua 
perlengkapan peralatan kerja di Bagian humas sangat membantu dan meringankan 
tugas.  
Kondisi kemampuan penggunaan semua jenis peralatan kerja dari pegawai  





Tabel   3.26.   Diskripsi  Persentase Kemampuan Penggunaan Semua Jenis Pralatan 
Krja dari Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Saya dapat menggunakan 
dengan baik semua jenis 
peralatan kerja sesuai dengan 














(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan Kerja  nomor 9) 
 
Berdasarkan Tabel 3.26 menunjukkan  sebanyak 90,50 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap   
pernyataan Saya dapat menggunakan dengan baik semua jenis peralatan kerja sesuai 
dengan petunjuk yang ada sedangkan 5,25% pegawai menjawab “setuju”  terhadap 
kemampuan dirinya dalam menggunakan semua  peralatan kerja. Namun demikian, 
masih  terdapat 3,10% pegawai yang menjawab  “tidak setuju ” dan sebanyak 1,05% 
pegawai yang menjawab  “sangat tidak setuju” terhadap pernyataan   Saya dapat 
menggunakan dengan baik semua jenis peralatan kerja sesuai dengan petunjuk. 
Pendapat pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 




Tabel   3.27.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Bagian Humas Sekretariat 
Daerah, Kabupaten Wonogiri terhadap Bantuan Peralatan bagi Kelancaran Tugas    
(N=35) 
 










1 Aktivitas dan kelancaran tugas 
pelayanan akan terganggu 















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan Kerja  nomor 10) 
 
Berdasarkan Tabel 3.27 menunjukkan  sebanyak 98,33 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap   
pernyataan  aktivitas dan kelancaran tugas pelayanan akan terganggu tanpa peralatan 
kerja yang cukup sedangkan 1,67% pegawai menjawab “setuju”  terhadap 
kelancaran aktivitas tugas pekerjaan sangat tergantung pada peralatan kerja. Tidak 
ada  pegawai yang menjawab  “tidak setuju ” dan  “sangat tidak setuju” terhadap 
pernyataan   aktivitas dan kelancaran tugas pelayanan akan terganggu tanpa peralatan 
kerja yang cukup.  
Kondisi kelayakan   peralatan kerja bagi  pegawai  Bagian Humas Sekretariat 





Tabel   3.28   Diskripsi  Persentase Kondisi Kelayakan Peralatan Kerja bagi   
Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri     
(N=35) 
 










1 Peralatan kerja yang ada di 
Bagian Humas dalam kondisi 















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan Kerja  nomor 11) 
 
Berdasarkan Tabel 3.28 menunjukkan  sebanyak 81,35 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap 
ketersediaan peralatan kerja yang ada di Bagian Humas dalam kondisi baik dan dapat 
dimanfaatkan setiap saat sedangkan 18,65% pegawai menjawab “setuju”  terhadap 
kondisi kelayakan peralatan kerja. Tidak ada  pegawai yang menjawab  “tidak setuju  
dan  “sangat tidak setuju” terhadap ketersediaan peralatan kerja yang ada di Bagian 
Humas dalam kondisi baik.   
Pendapat  pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 






Tabel   3.29.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Bagian Humas Sekretariat 
Daerah, Kabupaten Wonogiri terhadap Hak Penggunaan Peralatan Kerja    
(N=35) 
 










1 Saya memiliki hak untuk 
menggunakan peralatan kerja 
secara mandiri tanpa 















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan Kerja  nomor 12) 
 
Berdasarkan Tabel 3.29 menunjukkan tidak ada pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju” dan “setuju”  
terhadap   pernyataan  Saya memiliki hak untuk menggunakan peralatan kerja secara 
mandiri tanpa menunggu persetujuan dari pimpinan. Sebanyak  90,32% pegawai 
menjawab “tidak setuju”  terhadap pernyataan hak penggunaan peralatan kerja 
secara mandiri tanpa persetujuan pimpinan bahkan sebanyak 9,68% pegawai  
menyatakan   “sangat tidak setuju”.  
Pendapat  pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 






Tabel   3.30.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Bagian Humas Sekretariat 
Daerah, Kabupaten Wonogiri terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan Peralatan    
(N=35) 
 










1 Saya bertanggungjawab 
terhadap peralatan kerja agar 














(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Peralatan Kerja  nomor 13) 
 
Berdasarkan Tabel 3.30 menunjukkan  sebanyak 97,32 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
pernyataan Saya bertanggungjawab terhadap peralatan kerja agar dapat dipakai setiap 
saat sedangkan 2,68% pegawai menjawab “setuju”  terhadap pertanggungjawaban 
pegawai terhadap penggunaan  peralatan kerja. Tidak ada  pegawai yang menjawab  
“tidak setuju ” dan  “sangat tidak setuju” terhadap pernyataan 
pertanggungjawaban pegawai terhadap peralatan kerja agar dapat dipakai setiap saat .  
 
B.4  Deskrisi  Pengembangan Karir Pegawai bagian Humas, Sekda 
Kabupaten Wonogiri (X4) 
Pengembangan karir adalah potensi pengembangan karir seorang pegawai 
Bagian Humas dalam  suatu sistem kepegawaian yang didasarkan pada pengangkatan  
atas kecakapan,  masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya 
dalam peraturan kepegawaian negari sipil yang diukur melalui  indikator: 
f. Kesempatan pengembangan potensi kemampuan dan ketrampilan 
g. Kejelasan  jalur pengembangan karir pegawai di Bagian Humas  
h. Kesempatan mendapat pelatihan yang sesuai dengan arah pengembangan 
kariernya 
a. Kesempatan memperoleh pengembangan  program kaderisasi 
Kondisi sikap pimpinan dalam pengembangan potensi kemampuan bakat 
pegawai di Bagian Humas,  Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri disajikan pada 
tabel berikut ini : 
Tabel   3.31.   Diskripsi  Persentase Sikap Pimpinan Terhadap Pengembangan Bakat   
Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri     
(N=35) 
 









1 Sikap pimpinan terhadap 
pengembangan potensi 
kemampuan bakat pegawai di  
Bagian Humas, Sekretariat 














(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 1) 
 
Berdasarkan Tabel 3.31 menunjukkan  sebanyak 95,61 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
sikap pimpinan dalam  pengembangan potensi kemampuan bakat pegawai di  Bagian 
Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri sedangkan 4,39% pegawai 
menjawab “setuju”  terhadap sikap pimpinan dalam pengembangan potensi bakat 
bawahan. Tidak ada  pegawai yang menjawab  “tidak setuju ” dan  “sangat tidak 
setuju” terhadap sikap pimpinan dalam mengembangkan potensi bakat pegawai.  
Kondisi perhatian Kepala Bagian Humas dalam memberikan penghargaan 
kepada staf  pegawai disajikan pada tabel berikut ini: 
 Tabel  3.32.   Diskripsi  Persentase Perhatian Kepala Bagian Humas Dalam 
Memberikan Penghargaan Kepada Staf  Pegawai Bagian Humas  
Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri     
(N=35) 
 










1 Perhatian Kepala Bagian 









penghargaan kepada staf  
pegawai yang memiliki 
keterampilan kerja di atas rata-
rata pegawai lainnya 
 
8,50 91,50 0 0 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir   nomor 2) 
 
Berdasarkan Tabel 3.32 menunjukkan  sebanyak 8,50 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
perhatian Kepala Bagian Humas dalam memberikan penghargaan kepada staf  
pegawai yang memiliki keterampilan kerja di atas rata-rata pegawai lainnya 
sedangkan 8,50% pegawai menjawab “setuju”  terhadap perhatian Kepala Bagian 
Humas dalam memberikan penghargaan kepada staf. Tidak ada  pegawai yang 
menjawab  “tidak setuju ” dan  “sangat tidak setuju” terhadap perhatian Kepala 
Bagian Humas dalam memberikan penghargaan kepada staf.  
Sikap pegawai terhadap kebijakan pimpinan dalam menerapkan hukuman 
disajikan pada tabel berikut ini: 
Tabel  3.33.   Diskripsi  Persentase Sikap Pegawai Terhadap Kebijakan Pimpinan 
Dalam Menerapkan Hukuman Kepada Staf  Pegawai Bagian Humas  
Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri     
(N=35) 
 










1 Sikap saudara terhadap 
kebijakan pimpinan yang 
menerapkan hukuman terhadap 

















Humas yang tidak mau 
mengembangkan potensi 




(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir   nomor 3) 
 
Berdasarkan Tabel 3.33 menunjukkan  sebanyak 85,45 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
pernyataan sikap terhadap kebijakan pimpinan yang menerapkan hukuman terhadap 
sikap staf pegawai Bagian Humas yang tidak mau mengembangkan potensi 
kemampuan diri dan keterampilannya sedangkan 14,55% pegawai menjawab 
“setuju”  terhadap kebijakan pimpinan yang menerapkan hukuman.  Tidak ada  
pegawai yang menjawab  “tidak setuju ” dan  “sangat tidak setuju” terhadap  
kebijakan pimpinan yang menerapkan hukuman terhadap sikap staf pegawai Bagian 
Humas yang tidak mau mengembangkan potensi kemampuan diri dan 
keterampilannya. 
Kondisi Kebijakan Sekretariat Daerah terhadap kejelasan jalur pengembangan 
karir bagi staf pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri 
disajikan pada tabel berikut ini: 
Tabel   3.34.   Diskripsi  Persentase Pendapat Pegawai Terhadap Kebijakan 
Sekretariat Daerah Dalam  Pengembangan Karir Bagi Staf Pegawai Bagian Humas  
Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri     
(N=35) 
 
Pilihan Jawaban (dalam persen) 
 
No Uraian 
Sangat Setuju Tidak Sangat 
Setuju Setuju Tidak 
Setuju 
1 Kebijakan Sekretariat daerah 
terhadap kejelasan jalur 
pengembanagn karir bagi staf 














(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir nomor 4) 
 
Berdasarkan Tabel 3.34 menunjukkan  sebanyak 55,25 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  
terhadap  kebijakan Sekretariat Daerah terhadap kejelasan jalur pengembangan karir 
bagi staf pegawai bagian Humas sedangkan 44,75% pegawai menjawab “setuju”  
terhadap kebijakan Sekretariat Daerah terhadap kejelasan jalur pengembangan karir . 
Tidak ada  pegawai yang menjawab  “tidak setuju ” dan  “sangat tidak setuju” 
terhadap kebijakan Sekretariat Daerah terhadap kejelasan jalur pengembangan karir 
bagi staf pegawai.   
Sikap pegawai bagian Humas terhadap pengangkatan  pejabat Bagian Humas 
yang berasal dari luar Bagian Humas dengan pertimbangan keahlian yang sangat 
dibutuhkan,  disajikan pada tabel berikut ini: 
Tabel   3.35.   Diskripsi  Persentase Sikap Pegawai Terhadap   
 Pengangkatan  Pejabat  Bagian Humas yang berasal  
Dari Luar Bagian Unit Kerjanya  
(N=35) 
 










1 Sikap saudara terhadap 
pengangkatan pejabat Bagian 
Humas yang berasal dari luar 
Bagian Humas dengan 
pertimbangan keahlian yang 
sangat dibutuhkan karena di 
bagian tempat kerja saudara 
tidak ada yang memiliki 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 5) 
 
Berdasarkan Tabel 3.35 menunjukkan  sebanyak 75,50 % pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
pernyataan sikap terhadap pengangkatan pejabat Bagian Humas yang berasal dari luar 
Bagian Humas dengan pertimbangan keahlian yang sangat dibutuhkan karena di 
bagian tempat kerja saudara tidak ada yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan 
sedangkan 14,25% pegawai menjawab “setuju”  terhadap pengangkatan pejabat dari 
luar Bagian Humas.  Pegawai yang menjawab  “tidak setuju ” terhadap 
pengangkatan pejabat dari luar Bagian Humas sebanyak 10,25% sedangkan pegawai 
yang menjawab “sangat tidak setuju” tidak ada.  
Kondisi model penyusunan dan perumusan Daftar Urutan Kepegawaian 
(DUK) di Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri disajikan pada 
tabel berikut ini: 
Tabel  3. 36.   Diskripsi  Persentase Sikap Pegawai Terhadap  Model Penyusunan 
Dan Perumusan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) di Bagian Humas,  
Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri 
(N=35) 
 










1 Model penyusunan dan 
perumusan Daftar Urutan 
Kepegawaian (DUK) di Bagian 
Humas sangat mendukung 





















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 6) 
 
Berdasarkan Tabel 3.36 menunjukkan  tidak ada pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  model 
penyusunan dan perumusan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) di Bagian Humas 
sangat mendukung seorang staf pegawai dalam meniti karir sedangkan sebanyak  
85,51% pegawai menjawab “setuju”  terhadap model penyusunan dan perumusan 
DUK sebagai pendukung seorang pegawai dalam meniti karir.  Pegawai yang 
menjawab  “tidak setuju ” terhadap model penyusunan dan perumusan DUK sebagai 
pendukung seorang pegawai dalam meniti karir sebanyak 85,51% sedangkan pegawai 
yang menjawab “sangat tidak setuju” sebanyak 10,24%.   
Kondisi kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan diklat fungsional 
disajikan pada tabel berikut ini: 
Tabel   3.37.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Kebijakan 
Pimpinan Dalam Memberikan Kesempatan Diklat Fungsional Bagi Pegawai Bagian 
Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Kebijakan pimpinan dalam 
memberikan kesempatan 
memperoleh diklat fungsional 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir   nomor 7) 
 
Berdasarkan Tabel 3.37 menunjukkan  sebanyak 65,75% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh diklat fungsional 
kepada staf pegawai di Bagian Humas sedangkan 32,25% pegawai menjawab 
“setuju”  terhadap kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh 
diklat fungsional.  Tidak ada pegawai yang menjawab  “tidak setuju ” dan  “sangat 
tidak setuju”  terhadap  kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan 
memperoleh diklat fungsional.  
Kondisi kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan diklat struktural  
disajikan pada tabel berikut ini: 
 
 
Tabel   3.38   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Kebijakan Pimpinan 
Dalam Memberikan Kesempatan Diklat Struktural Bagi Pegawai Bagian Humas, 
Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 










1 Kebijakan pimpinan dalam 
memberikan kesempatan 
memperoleh diklat struktural  



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan karir  nomor 8) 
 
Berdasarkan Tabel 3.38 menunjukkan  sebanyak 55,40% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh diklat struktural  
kepada staf pegawai di Bagian Humas sedangkan 35,25% pegawai menjawab 
“setuju”  terhadap kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh 
diklat struktural.  Sebanyak 10,35%  pegawai  menjawab  “tidak setuju ” terhadap 
kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan diklat struktural namun tidak ada 
pegawai yang menjawab “sangat tidak setuju” .  
Kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan diklat struktural  




Tabel   3.39.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Kebijakan 
Pimpinan Dalam Memberikan Kesempatan Diklat  Penjenjangan  Struktural ADUM 
Bagi Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Kebijakan pimpinan dalam 
memberikan kesempatan 
memperoleh diklat struktural  



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 9) 
 
Berdasarkan Tabel 3.39 menunjukkan  sebanyak 95,42% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh diklat penjenjangan 
struktural ADUM di lingkungan Bagian Humas sedangkan  sebanyak 4,58% pegawai 
menjawab “setuju”. Tidak ada   pegawai yang  menjawab  “tidak setuju ” dan 
“sangat tidak setuju” terhadap kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan 
diklat struktural ADUM.  
Kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan diklat struktural  




 Tabel   3.40.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Kebijakan 
Pimpinan Dalam Memberikan Kesempatan Diklat  Penjenjangan  Struktural 
ADUMLA Bagi Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Kebijakan pimpinan dalam 
memberikan kesempatan 
memperoleh diklat struktural  



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 10) 
 
Berdasarkan Tabel 3.40 menunjukkan  sebanyak 75,69% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh diklat penjenjangan 
struktural ADUMLA di lingkungan Bagian Humas sedangkan  sebanyak 24,31% 
pegawai menjawab “setuju”. Tidak ada   pegawai yang  menjawab  “tidak setuju ” 
dan “sangat tidak setuju” terhadap kebijakan pimpinan dalam memberikan 
kesempatan diklat struktural ADUMLA.  
Kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan diklat struktural  
penjenjangan struktural  SPAMA disajikan pada tabel berikut ini: 
 
 
 Tabel   3.41.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Kebijakan 
Pimpinan Dalam Memberikan Kesempatan Diklat  Penjenjangan  Struktural SPAMA  
Bagi Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Kebijakan pimpinan dalam 
memberikan kesempatan 
memperoleh diklat struktural  



















 (Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 11) 
 
Berdasarkan Tabel 3.41 menunjukkan  sebanyak 10,34% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh diklat penjenjangan 
struktural SPAMA di lingkungan Bagian Humas sedangkan  sebanyak 4,20% 
pegawai menjawab “setuju”.  Sebanyak   20,11%  pegawai menjawab  “tidak 
setuju” terhadap kebijakan pimpinan dalam memberikan kesempatan memperoleh 
diklat penjenjangan struktural SPAMA dan pegawai yang menjawab “sangat tidak 
setuju” sebanyak 65,35%.  
Kondisi model kebijakan pengembangan program kaderisasi disajikan pada 
tabel berikut ini: 
 
  
Tabel   3.42   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Model Kebijakan 
Program Kaderisasi Bagi Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, 
 Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Model kebijakan 
pengembangan program 
kaderisasi bagi staf pegawai di 


















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 12) 
 
Berdasarkan Tabel 3.42 menunjukkan  sebanyak 85,75% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap  
model kebijakan pengembangan program kaderisasi bagi staf pegawai di Bagian 
Humas sedangkan  sebanyak 14,25% pegawai menjawab “setuju”. Tidak ada   
pegawai yang  menjawab  “tidak setuju ” dan “sangat tidak setuju” terhadap 
model kebijakan pengembangan program kaderisasi.   
Sikap pimpinan terhadap staf pegawai yang memberikan usulan terhadap 












Tabel   3.43.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Mengenai  Sikap Pimpinan 
Terhadap Usulan Calon Pejabat dari Pegawai Bagian Humas,  
Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Sikap pimpinan terhadap staf 
pegawai yang memberikan 
usulan calon pegawai yang 
hendak menduduki jabatan 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 13) 
 
Berdasarkan Tabel 3.43 menunjukkan  sebanyak 10,38% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”  terhadap 
sikap pimpinan terhadap staf pegawai yang memberikan usulan calon pegawai yang 
hendak menduduki jabatan tertentu di bagian Humas  sebanyak 89,62% pegawai 
menjawab “setuju”. Tidak ada   pegawai yang  menjawab  “tidak setuju ” dan 
“sangat tidak setuju” terhadap sikap pimpinan terhadap staf pegawai yang 
memberikan usulan calon pegawai yang hendak menduduki jabatan.   
Pendapat pegawai terhadap dasar promosi jabatan  dengan menggunakan 





Tabel   3.44.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Pengalaman Kerja 
Sebagai Dasar Promosi Bagi  Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, 
 Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Dasar promosi jabatan sebagai 
bentuk penghargaan kepada 





















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 14) 
 
Berdasarkan Tabel 3.44 menunjukkan  sebanyak 7,35% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”   dengan 
dasar promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai lebih baik 
menggunakan kriteria “pengalaman kerja” dan sebanyak 92,65% pegawai menjawab 
“setuju”. Tidak ada   pegawai yang  menjawab  “tidak setuju ” dan “sangat tidak 
setuju”  dengan dasar promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai 
lebih baik menggunakan kriteria “pengalaman kerja”.  
Pendapat pegawai terhadap dasar promosi jabatan  dengan menggunakan 





Tabel   3.45.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Kecakapan  
Sebagai Dasar Promosi Bagi  Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, 
 Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Dasar promosi jabatan sebagai 
bentuk penghargaan kepada 





















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 15) 
 
Berdasarkan Tabel 3.45  menunjukkan  sebanyak 87,53% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”   dengan 
dasar promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai lebih baik 
menggunakan kriteria “kecakapan” dan sebanyak 12,57% pegawai menjawab 
“setuju”. Tidak ada   pegawai yang  menjawab  “tidak setuju ” dan “sangat tidak 
setuju”  dengan dasar promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai 
menggunakan  kriteria “kecakapan”.  
Pendapat pegawai terhadap dasar promosi jabatan  dengan menggunakan 





Tabel   3.46.   Diskripsi  Persentase Pendapat  Pegawai Terhadap Kombinasi 
Pengalaman Kerja dan Kecakapan  Sebagai Dasar Promosi Bagi  Pegawai  
Bagian Humas, Sekretariat Daerah,  Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
 










1 Dasar promosi jabatan sebagai 
bentuk penghargaan kepada 
pegawai lebih baik 
menggunakan kriteria 




















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kesempatan Karir  nomor 16) 
 
Berdasarkan Tabel 3.46  menunjukkan  sebanyak 97,75% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat setuju”   dengan 
dasar promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai lebih baik 
menggunakan kriteria “kombinasi pengalaman kerja dan kecakapan” dan sebanyak 
2,25% pegawai menjawab “setuju”. Tidak ada   pegawai yang  menjawab  “tidak 
setuju ” dan “sangat tidak setuju”  dengan dasar promosi jabatan sebagai bentuk 
penghargaan kepada pegawai menggunakan  kriteria “kombinasi pengalaman kerja 






C.   Deskripsi Variabel Dependen 
Kinerja pegawai Bagian Humas adalah produktivitas kerja pegawai bagian 
humas  sebagai perbandingan antara hasil kegiatan public relations  yang dicapai 
(output) dengan keseluruhan sumber daya yang  digunakan (input) yang bisa diukur 
melalui indikator:  
i. Pembuatan tabloid 
j. Pelaksanaan publikasi penerangan kebijakan pemerintah daerah 
k. Pelaksanaan pembuatan buku kliping berita pers 
l. Pelaksanaan dokumentasi foro dan video shooting setiap kegiatan 
pemerintah daerah 
m. Pelaksanaan pembuatan sambutan Bupati 
n. Pelaksanaan pembuatan dokumentasi Audio Visual Waduk Gadjah 
Mungkur 
o. Promosi potensi Wonigiri melalui media cetak dan elektronik 
p. Pelaksanaan kegiatan protokoler kegiatan acara pemerintah daerah    
Kondisi kerjasama tim kerja pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan penerbitan Tabloid “Gema Wonogiri” 






Tabel   3.47.   Diskripsi  Persentase kerjasama tim dalam mewujudkan tabloid 
 “Gema Wonogiri” dari   Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, 
  Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 1) 
 











1 Kerjasama diantara rekan-
rekan kerja dalam 
mewujudkan penerbitan 


















Berdasarkan Tabel 3.47  menunjukkan  sebanyak 16,83% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat memuaskan”  
terhadap penilaian kerjasama diantara rekan-rekan kerja dalam mewujudkan 
penerbitan Tabloid “Gema Wonogiri”  dan sebanyak 83,17% pegawai menjawab 
“memuaskan”. Tidak ada   pegawai yang  menjawab  “cukup memuaskan ” dan 
“tidak memuaskan” terhadap penilaian  kerjasama diantara rekan-rekan kerja.  
Kondisi tugas pelaksanaan publikasi penerangan kebijakan pemerintah daerah 
dari pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri disajikan pada 





Tabel   3.48.   Diskripsi  Persentase Tugas Pelaksanaan Publikasi Penerangan 
Kebijakan Pemerintah Daerah  dari   Pegawai Bagian Humas,  
Sekretariat Daerah,   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 2) 
 











1 Tugas-tugas  pelaksanaan 
publikasi penerangan 
kebijakan pemerintah daerah 
yang menjadi tanggungjawab 


















Berdasarkan Tabel 3.49  menunjukkan  sebanyak 10,13% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat memuaskan”  
terhadap tugas-tugas  pelaksanaan publikasi penerangan kebijakan pemerintah daerah 
yang menjadi tanggungjawab di antara rekan-rekan  dan sebanyak 35,64% pegawai 
menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 54,23% pegawai menjawab  “cukup 
memuaskan ” terhadap tugas-tugas  pelaksanaan publikasi penerangan kebijakan 
pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab di antara rekan-rekan  dan tidak ada 
pegawai yang menjawab  “tidak memuaskan”.   
Kondisi pelaksanaan pembuatan buku kliping berita pers dari dari pegawai 





Tabel   3.50.   Diskripsi  Persentase Pelaksanaan  Pembuatan Buku Kliping Berita 
Pers dari   Pegawai Bagian Humas,  Sekretariat Daerah,   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 3) 
 











1 Tanggungjawab rekan kerja 
dalam pelaksanaan 















Berdasarkan Tabel 3.50  menunjukkan  tidak ada pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang menjawab “sangat memuaskan”  
dengan  tanggungjawab rekan kerja dalam pelaksanaan pembuatan buku kliping 
berita pers dan sebanyak 17,28% pegawai menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 
82,72% pegawai menjawab  “cukup memuaskan ” dengan tanggungjawab rekan 
kerja dalam pelaksanaan pembuatan buku kliping berita pers dan tidak ada pegawai 
yang menjawab  “tidak memuaskan”.   
 Kondisi pelaksanaan pembagian kerja dan kerjasama tim dalam 
mendokumentasikan foto dan video  dari pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah 






 Tabel   3.51.   Diskripsi  Persentase Pembagian Kerja dan Kerjasama Tim Dalam 
Mendokumentasikan Foto dan Video dari   Pegawai Bagian Humas,  
Sekretariat Daerah,   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 











1 Pembagian kerja dan 
kerjasama tim di antara 
rekan-rekan kerja  dalam 

















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 4) 
 
Berdasarkan Tabel 3.52  menunjukkan  sebanyak 9,12% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat memuaskan”  
terhadap pembagian kerja dan kerjasama tim di antara rekan-rekan kerja  dalam 
mendokumentasikan foto dan video shooting setiap kegiatan pemerintah daerah dan 
sebanyak 26,55% pegawai menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 64,33% pegawai 
menjawab  “cukup memuaskan ” terhadap pembagian kerja dan kerjasama tim di 
antara rekan-rekan kerja  dalam mendokumentasikan foto dan video  dan tidak ada 
pegawai yang menjawab  “tidak memuaskan”.    
Kondisi koordinasi dan kerjasama tim Bagian Humas dalam menyusun 




Tabel   3.53.   Diskripsi  Persentase Koordinasi dan Kerjasama dalam penyusunan 
pidati Bupati  dari   Pegawai Bagian Humas,   
Sekretariat Daerah,   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
video shooting setiap kegiatan 
pemerintah daerah 
 











1 Koordinasi dan kerjasama tim 









(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 5) 
 
Berdasarkan Tabel 3.53  menunjukkan  tidak ada pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang menjawab “sangat memuaskan”  
dengan  koordinasi dan kerjasama tim Bagian Humas dalam menyusun pembuatan 
sambutan Bupati   sebanyak 48,15% pegawai menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 
52,85% pegawai menjawab  “cukup memuaskan ” dengan koordinasi dan 
kerjasama tim Bagian Humas dalam menyusun pembuatan sambutan Bupati  dan 
tidak ada pegawai yang menjawab  “tidak memuaskan”.   
Kondisi kerjasama tim kerja pegawai Bagian Humas dalam menyusun 






Tabel  3.54.   Diskripsi  Persentase Kerjasama Tim Dalam Menyusun Pembuatan 
Dokumentasi Audio Visual Waduk Gadjah Mungkur dari Pegawai Bagian Humas,  





0 48,15 52,85 0 











(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 6) 
 
Berdasarkan Tabel 3.54  menunjukkan  sebanyak 3,25% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat memuaskan”  
dengan kerjasama tim di antara rekan-rekan kerja Bagian Humas dalam menyusun 
pembuatan dokumentasi Audio Visual Waduk Gadjah Mungkur dan sebanyak 
37,25% pegawai menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 59,50% pegawai menjawab  
“cukup memuaskan ” terhadap kerjasama tim dalam menyusun pembuatan 
dokumentasi Audio Visual Waduk Gadjah Mungkur dan tidak ada pegawai yang 
menjawab  “tidak memuaskan”.    
Kondisi  tanggungjawab  pegawai Bagian Humas dalam menyelenggarakan 




Tabel   3.55.   Diskripsi  Persentase Tanggungjawab  Dalam Menyelenggarakan 
Promosi Potensi Wonogiri Melalui Media Cetak Dan Elektronik  
dari   Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
1 Kerjasama tim di antara 
rekan-rekan kerja Bagian 
Humas dalam menyusun 
pembuatan dokumentasi 



















No Uraian Pilihan Jawaban (dalam persen) 
 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 7) 
 
Berdasarkan Tabel 3.55  menunjukkan  sebanyak 8,13% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat memuaskan”  
terhadap tanggungjawab rekan-rekan kerja dalam menyelenggarakan promosi potensi 
Wonogiri melalui media cetak dan elektronik dan sebanyak 20,44% pegawai 
menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 72,43% pegawai menjawab  “cukup 
memuaskan ” terhadap tanggungjawab rekan-rekan kerja dalam menyelenggarakan 
promosi potensi Wonogiri dan tidak ada pegawai yang menjawab  “tidak 
memuaskan”.    
Kondisi  kerjasama tim  pegawai Bagian Humas dalam membentuk tim 





Tabel   3.56.   Diskripsi  Persentase Kerjasama Tim  Dalam Membentuk Kepanitiaan  
Kegiatan Protokoler dari   Pegawai Bagian Humas,   









1 Tanggungjawab rekan-rekan 
kerja dalam 
menyelenggarakan promosi 
potensi Wonogiri melalui 



















(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 8) 
 
Berdasarkan Tabel 3.56  menunjukkan  tidak ada pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang menjawab “sangat memuaskan”  
dengan  kerjasama rekan-rekan kerja dalam membentuk tim kegiatan protokoler 
kegiatan acara pemerintah daerah  dan sebanyak 30,27% pegawai menjawab 
“memuaskan”.  Sebanyak 69,73% pegawai menjawab  “cukup memuaskan ” 
dengan  kerjasama rekan-rekan kerja dalam membentuk tim kegiatan protokoler dan 
tidak ada pegawai yang menjawab  “tidak memuaskan”.    
Kondisi  pelaksanaan bimbingan teknik kehumasan diantara rekan-rekan kerja 






















1 Kerjasama rekan-rekan kerja 
dalam membentuk tim 
kegiatan protokoler kegiatan 














Tabel   3.57.   Diskripsi  Persentase  Pelaksanaan Bimbingan Teknik Kehumasan 
Diantara   Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 9) 
 
Berdasarkan Tabel 3.58  menunjukkan  sebanyak 3,15% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat memuaskan”  
terhadap pelaksanaan bimbingan teknik kehumasan diantara rekan-rekan kerja dan 
sebanyak 15,62% pegawai menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 82,23% pegawai 
menjawab  “cukup memuaskan” terhadap pelaksanaan bimbingan teknik 
kehumasan di antara rekan-rekan kerja dan tidak ada pegawai yang menjawab  “tidak 
memuaskan”.     
Kondisi  pelaksanaan kerjasama tugas operasional RSPD FM  diantara rekan-

















1 Pelaksanaan bimbingan 
teknik kehumasan diantara 














 Tabel   3.59.   Diskripsi  Persentase Pelaksanaan Kerjasama Tugas Operasional 
RSPD FM dari   Pegawai Bagian Humas,  Sekretariat Daerah,   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 10) 
 
Berdasarkan Tabel 3.59  menunjukkan  tidak ada pegawai Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang menjawab “sangat memuaskan”  
dengan  pelaksanaan kerjasama tugas operasional  RSPD FM di antara rekan-rekan 
kerja dan sebanyak 27,64% pegawai menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 72,36% 
pegawai menjawab  “cukup memuaskan ” dengan pelaksanaan kerjasama tugas 
operasional  RSPD FM  dan tidak ada pegawai yang menjawab  “tidak 
memuaskan”.    
 Kondisi  pembagian tugas dan tanggungjawab di antara rekan-rekan kerja di  
Bagian Humas dalam melaksanakan studi kelayakan pengembangan RSPD FM 















1 Pelaksanaan kerjasama tugas 
operasional  RSPD FM di 
















Tabel   3.60.   Diskripsi  Persentase dari  Pembagian Tugas dan Tanggungjawab 
Dalam  Melaksanakan Studi Kelayakan Pengembangan RSPD FM  
Pada Pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah,   Kabupaten Wonogiri   
(N=35) 
(Sumber : Diolah dari item pertanyaan Kinerja Pegawai  nomor 11) 
 
Berdasarkan Tabel 3.60  menunjukkan  sebanyak 5,35% pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjawab “sangat memuaskan”  
dengan  pembagian tugas dan tanggungjawab diantara rekan-rekan kerja anda dalam 
melaksanakan studi kelayakan pengembangan RSPD FM dan sebanyak 35,25% 
pegawai menjawab “memuaskan”.  Sebanyak 59,40% pegawai menjawab  “cukup 
memuaskan” terhadap pembagian tugas dan tanggungjawab diantara rekan-rekan 
kerja anda dalam melaksanakan studi kelayakan pengembangan RSPD FM dan tidak 
ada pegawai yang menjawab  “tidak memuaskan”.     
 
 











1 Pembagian tugas dan 
tanggungjawab diantara 






















D.  Hasil   Olah  Data Regresi Linier dan Regresi Ganda Dengan Menggunakan 
SPSS  
Langkah pertama dalam analisis data adalah melakukan entry data terhadap 
hasil pengisian   instrumen penelitian oleh responden  dengan  kuesioner tertutup  
yang hasilnya disajikan pada tabel berikut ini; 
Tabel  3.61. Rekapitulasi  Skor Variabel Pengetahuan Tupoksi (X1), 
Keterampilan Public Relations (X2), Peralatan Kerja (X3), Kesempatan Karir (X4) 




































































































































































































































(Sumber: Rekapitulasi Lampiran Data) 
 
D.1. Analisis Regresi Linier Variabel Pengetahuan Tupoksi (X1)  Dengan 
Variabel Kinerja Pegawai (Y) 
Berdasarkan  rekapitulasi skor pada Tabel 3.61 tersebut di atas selanjutnya 
dilakukan analisis data regresi linier dengan SPSS  untuk mengetahui hubungan 
variabel pengetahuan tupoksi (X1)  dengan kinerja pegawai (Y) dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a.   Buka data Variabel View dari SPSS Data Editor      kemudian dibuat 
definisi variabel Tupoksi dengan variabel labels pengetahuan tupoksi, 
dan variabel kinerja dengan variabel labels  kinerja pegawai   
b.   Kemudian   pada lembar Data View dari SPSS Data Editor dimasukkan 
data nilai pengetahuan tupoksi sebagaimana yang ditunjukkan pada  Tabel 
62. 
c.   Klik Analyze  kemudian klik  Regresi dan selanjutnya klik  Linier 
d.  Pindahkan  variabel    kinerja ke dalam box berjudul   Dependent dan 
pengetahuan tupoksi ke dalam box berjudul Independent  
e.   Pastikan    dipilih Method: Enter. Kemudian klik Ok. Akan didapat hasil 















1 .407(a) .165 .140 6.990 
a  Predictors: (Constant), Pengetahuan Tupoksi 











Model   B 
Std. 
Error Beta t Sig. 
(Constant) 14.993 9.850   1.522 .137 1 
Pengetahu
an Tupoksi 2.315 .905 .407 2.557 .015 
a  Dependent Variable: Kinerja 
 
 
D.2. Analisis Regresi Linier Variabel Keterampilan Public Relations  
(X2)  Dengan Variabel Kinerja Pegawai (Y) 
Berdasarkan  rekapitulasi skor pada Tabel 62 tersebut di atas selanjutnya 
dilakukan analisis data regresi linier dengan SPSS  untuk mengetahui hubungan 
variabel keterampilan public relations (X2)  dengan kinerja pegawai (Y) dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: (print out selengkapnya lihat Lampiran) 
a.   Buka data Variabel View dari SPSS Data Editor      kemudian dibuat 
definisi variabel  keterampilan dengan variabel labels keterampilan kerja, 
dan variabel kinerja dengan variabel labels  kinerja pegawai    
b.   Kemudian   pada lembar Data View dari SPSS Data Editor dimasukkan 
data nilai keterampilan  sebagaimana yang ditunjukkan pada  Tabel 62. 
c.   Klik Analyze  kemudian klik  Regresi dan selanjutnya klik  Linier 
d.  Pindahkan  variabel    kinerja ke dalam box berjudul   Dependent dan 
keterampilan kerja ke dalam box berjudul Independent  
e.   Pastikan    dipilih Method: Enter. Kemudian klik Ok. Akan didapat hasil 
Regresi SPSS sebagai berikut: 
 











1 .996(a) .992 .992 .687 
a  Predictors: (Constant), Keterampilan Kerja 










Model   B 
Std. 
Error Beta t Sig. 
(Constant) -4.736 .711   -6.659 .000 1 
Keterampil
an Kerja 1.226 .019 .996 63.754 .000 
a  Dependent Variable: Kinerja 
 
 
D.3. Analisis Regresi Linier Variabel Peralatan Kerja (X3)  Dengan 
Variabel Kinerja Pegawai (Y) 
Berdasarkan  rekapitulasi skor pada Tabel 62 tersebut di atas selanjutnya 
dilakukan analisis data regresi linier dengan SPSS  untuk mengetahui hubungan 
variabel peralatan kerja (X3)  dengan kinerja pegawai (Y) dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a.   Buka data Variabel View dari SPSS Data Editor      kemudian dibuat 
definisi variabel  peralatan  dengan variabel labels  peralatan kerja, dan  
variabel kinerja dengan variabel labels  kinerja pegawai   
b.   Kemudian   pada lembar Data View dari SPSS Data Editor dimasukkan 
data nilai peralatan  sebagaimana yang ditunjukkan pada  Tabel 62. 
c.   Klik Analyze  kemudian klik  Regresi dan selanjutnya klik  Linier 
d.  Pindahkan  variabel    kinerja ke dalam box berjudul   Dependent dan 
peralatan kerja ke dalam box berjudul Independent  
e.   Pastikan    dipilih Method: Enter. Kemudian klik Ok. Akan didapat hasil 
Regresi SPSS sebagai berikut: (print out selengkapnya lihat Lampiran)  
 











1 .999(a) .998 .998 .336 
a  Predictors: (Constant), Peralatan Kerja 








  Coefficients(a) 
 





Coefficients t Sig. 
    B 
Std. 
Error Beta     
1 (Constant) -.677 .316   -2.140 .040 
  Peralatan 
Kerja .858 .007 .999 130.793 .000 
a  Dependent Variable: Kinerja 
 
D.4. Analisis Regresi Linier Variabel Kesempatan Karir  (X4)  Dengan 
Variabel Kinerja Pegawai (Y) 
Berdasarkan  rekapitulasi skor pada Tabel 62 tersebut di atas selanjutnya 
dilakukan analisis data regresi linier dengan SPSS  untuk mengetahui hubungan 
variabel kesempatan karir  (X4)  dengan kinerja pegawai (Y) dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a.   Buka data Variabel View dari SPSS Data Editor      kemudian dibuat 
definisi variabel  kesempatan karir   dengan variabel labels kesempatan 
karir, dan variabel kinerja dengan variabel label  kinerja pegawai.     
b.   Kemudian   pada lembar Data View dari SPSS Data Editor dimasukkan 
data nilai kesempatan karir  sebagaimana yang ditunjukkan pada  Tabel 
62. 
c.   Klik Analyze  kemudian klik  Regresi dan selanjutnya klik  Linier 
d.  Pindahkan  variabel    kinerja ke dalam box berjudul   Dependent dan 
kesempatan karir  ke dalam box berjudul Independent  
e.   Pastikan    dipilih Method: Enter. Kemudian klik Ok. Akan didapat hasil 
Regresi SPSS sebagai berikut: (print out selengkapnya lihat Lampiran) 
 
 











1 .998(a) .997 .997 .424 
a  Predictors: (Constant), Kesempatan Karir 
b  Dependent Variable: Kinerja 
 
 
  Coefficients(a) 
 




Coefficients t Sig. 
    B 
Std. 
Error Beta     
1 (Constant) -.430 .398   -1.082 .287 
  Kesempatan 
Karir .690 .007 .998 
103.3
90 .000 




D.5. Analisis Regresi Linier Variabel Pengetahuan Tupoksi (X1), 
Ketrampilan Public Relations (X2), Peralatan Kerja (X3) 
Kesempatan Karir  (X4)  Dengan Variabel Kinerja Pegawai (Y)  
Berdasarkan  rekapitulasi skor pada Tabel 62 tersebut di atas selanjutnya 
dilakukan analisis data regresi linier dengan SPSS  untuk mengetahui hubungan 
variabel kesempatan karir  (X4)  dengan kinerja pegawai (Y) dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a.   Buka data Variabel View dari SPSS Data Editor      kemudian dibuat 
definisi variabel  Tupoksi dengan variabel labels pengetahuan tupoksi, 
variabel keterampilan dengan variabel labels keterampilan kerja, variabel 
peralatan  dengan variabel labels peralatan kerja, variabel kesempatan 
karir   dengan variabel labels kesempatan karir, variabel kinerja dengan 
variabel label  kinerja pegawai   
b.   Kemudian   pada lembar Data View dari SPSS Data Editor dimasukkan 
data nilai pengetahuan tupoksi, keterampilan kerja, peralatan kerja, 
kesempatan karir dan kinerja pegawai  sebagaimana yang ditunjukkan 
pada  Tabel 62. 
c.   Klik Analyze  kemudian klik  Regresi dan selanjutnya klik  Linier 
d.  Pindahkan  variabel    kinerja ke dalam box berjudul   Dependent dan 
kesempatan karir  ke dalam box berjudul Independent  
e.   Pastikan    dipilih Method: Enter. Kemudian klik Ok. Akan didapat hasil 
Regresi SPSS sebagai berikut: (print out selengkapnya lihat Lampiran) 











1 .999(a) .999 .999 .287 1.677 
a  Predictors: (Constant), Kesempatan Karir, Pengetahuan Tupoksi, 
Keterampilan Kerja, Peralatan Kerja 














Square F Sig. 
1 Regression 1929.531 4 482.383 5860.312 .000(a) 
  Residual 2.469 30 .082     
  Total 1932.000 34       
a  Predictors: (Constant), Kesempatan Karir, Pengetahuan Tupoksi, 
Keterampilan Kerja, Peralatan Kerja 








Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 
    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) 
-2.977 .731   -4.072 .000     
  Pengetahuan Tupoksi 
.173 .053 .030 3.248 .003 .489 2.043 
  Keterampilan Kerja 
.310 .139 .252 2.232 .033 .003 299.500 
  Peralatan Kerja 
-.135 .283 -.157 -.477 .637 .000 2548.218 
  Kesempatan Karir 
.617 .168 .894 3.678 .001 .001 1386.192 





Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi bivariat 
dengan uji t  atau P value (nilai sig. 1-tailed) melalui analisis Regresi Linear (Linear 
Regression)  dan analisis teknik korelasi multivariat dengan uji F atau nilai sig. F.  
dengan menggunakan  analisis Regresi Ganda (Multiple Regression). Teknik korelasi 
bivariat digunakan untuk menganalisis korelasi antara 1 (satu) variabel independen 
dengan 1 (satu) variabel dependen. Teknik korelasi multivariat digunakan untuk 
menganalisis korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen secara 
bersama-sama. Analisis data dalam penelitian ini tidak dilakukan secara manual 
namun dilakukan dengan bantuan software SPSS for Window sebagaimana yang telah 
dijelaskan pada Bab III. 
Dalam memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan, 
besar kecilnya dapat berpedoman pada pernyataan Kerlinger (1995) sebagaimana 
yang disajikan pada Tabel 4.1. Kriteria lain yang dipakai adalah dengan melihat 
tingkat signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas (p) dengan 
menggunakan tingkat kepercayaan yang biasa dipakai adalah 95%, maka nilai 
probabilitasnya yang dipakai adalah p = 0,05. Suatu hasil analisis dikatakan memiliki 
hubungan apabila nilai p < 0,05 dan tidak ada hubungan apabila nilai p > 0,05. 
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS  
for windows. 
 Tabel  4.1.   Pedoman  Penafsiran Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
Sumber :  Kerlinger (1995) 
 
 
B.1.  Analisis Bivariat   
Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier 
yang secara manual dihitung dengan menggunakan rumus: 
Model 
yί =  βο +  βı x + Єί 
Untuk mengestimasi nilai βο dan βı digunakan metode kuadrat terkecil (least 
square method) berdasarkan persamaan  : 
 ŷί = bο + bı xί,  
Untuk mencari nilai minimum fungsi kuadrat :  
n               n                           n 
∑ e² =  ∑x ί ( y   -   ŷ) ² = ∑x ί ( y – bο – b  x  ) ²  
ί=ı          ί=ı      i        i         ί=ı      i             i    i             
 
Persamaan normal bagi model regresi linier sederhana adalah : 
n                         n 
∑  y ί  = na + b ∑x ί 
ί=ı                      ί=ı 
 
n                     n             n 
∑  x yί  = a∑x ί + b ∑x ίyί  
 ί=ı                ί=ı          ί=ı 
 
Nilai dugaan bagi koefisien-koefisien regresi 
 
           n                  n          n 
∑  x yί  - ∑x ί +  ∑x ίyί  
             ί=ı            ί=ı       ί=ı 
          ________________________ 
bı = 
                  n                   n           
n ∑   x²  -       ∑x ί  ²   
                 ί=ı   ί             ί=ı 
   
dan 
 
bο =  ỹ - b x 
 
 
Koefisien Determinasi : 
 
 
                  n          
               ∑x ί ( y   -   ŷ) ²  
                   ί=ı                     
R² = 1 -    _______________ 
                    n          
               ∑x ί ( y   -   ŷ) ²  
                   ί=ı 
 
Pengujian hipotesis: 
Statistik Uji untuk pengujian hipotesis   Hο  :  βο =  δο 
                       (bο – δο)sx        n (n-1) 
          t  =    ____________________ 
 
                                          ∑xί² 
                                   Se   ί=ı 
 Statistik  untuk pengujian hipotesis    Hο  :  βο =  δ1 
                      (bο – δο)sx        n (n-1) 
          t  =    ____________________ 
                                   Se   
  
      
                           
Di mana δο dan δ1 adalah nilai acuan.. 
                 1             n                                   n -1 
Se² =  _______ (   ∑x ί ( y   -   ŷ) ² )  =  ________  ( S²y – b1² S²x 
            n  -  2          ί=ı                               n – 2                   
               
 
                  n            n       
Sx² =       ∑xί² -  ( ∑xί²)²  
                   ί=ı      ί=ı                     
                     ______________________ 
                      n(n-1) 
 
                  n            n       
Sy² =       ∑yί² -  ( ∑yί²)²  
                   ί=ı      ί=ı                     
                     ______________________ 
                      n(n-1) 
 
















                         SSR 
S1² = MSR =  ______ 







n - 2 
                          SSE 
S2² = MSR =  ______ 
                          n-2  
     
             S1² 
F =_______ 
           S2² 
     
Total SST n-1 
 
di mana  : 
 
                 n            n       
SST  =     ∑yί² -  ( ∑yί²)²  
                 ί=ı      ί=ı                     
 
 
SSR =  b1² ∑( xί  - x) ² 
 
                  n                  n       
SSE  =     ∑yί²   -    bο ∑y  -  b1 ∑x1-yi  
                   ί=ı             ί=ı        ί=ı                                       
 
Derajat  kebebasan untuk statistik uji F adalah (1; n-2)                           
 
Perhitungan rumus tersebut dengan menggunakan bantuan software SPSS for 
Windows diperoleh hasil rekapitulasi n Linear Regression  antara  variabel 
pengetahuan tupoksi  (X1)  dengan variabel  kinerja pegawai Bagian Humas  (Y) 
disajikan pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.3.  Hasil Analisis Regresi Linier Pengetahuan Tupoksi (X1)  









0,407 0,015 Sedang  Signifikan 
(Sumber : Rekapitulasi dari Lampiran  olah data regresi linear) 
Berdasarkan  Tabel 4.3  menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tupoksi 
memiliki hubungan yang signifikan secara linier  dengan kinerja pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   karena nilai p sebesar 0,015 lebih 
kecil dari batas toleransi, yakni  P < 0,05. Nilai r sebesar 0,407 menunjukkan tingkat 
hubungan kedua variabel tersebut tergolong sedang karena berada di batas toleransi 
0,40 – 0,599.  Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Semakin tinggi tingkat 
pengetahuan Tupoksi pegawai  maka akan semakin tinggi pula  kinerja pegawai di 
Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa diterima. 
Hubungan variabel  keterampilan public relations (X2) dengan kinerja 
pegawai Bagian Humas  (Y) disajikan pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.4. Hasil Analisis Regresi Linier Keterampilan Public Relations  (X1)  









0,996 0,000 Sangat kuat   Signifikan 
(Sumber : Rekapitulasi dari Lampiran  olah data regresi linear) 
Berdasarkan  Tabel 4.4  menunjukkan bahwa variabel keterampilan public 
relations memiliki hubungan yang signifikan secara linier  dengan kinerja pegawai 
Bagian Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   karena nilai p sebesar 0,000 
lebih kecil dari batas toleransi, yakni  P > 0,05. Nilai r sebesar 0,996 menunjukkan 
tingkat hubungan kedua variabel tersebut tergolong sangat kuat  karena berada di 
batas toleransi 0,80 – 1,000.  Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Semakin 
tinggi tingkat ketrampilan public relations  maka akan semakin tinggi pula  kinerja 
pegawai di Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa 
diterima. 
Hubungan variabel peralatan kerja  (X3) dengan kinerja pegawai Bagian 
Humas  (Y) disajikan pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.5. Hasil Analisis Regresi Linier Peralatan Kerja  (X3)  









0,999 0,000 Sangat kuat   Signifikan 
(Sumber : Rekapitulasi dari Lampiran  olah data regresi linear) 
Berdasarkan  Tabel 4.5  menunjukkan bahwa variabel peralatan kerja 
memiliki hubungan yang signifikan secara linier  dengan kinerja pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   karena nilai p sebesar 0,000 lebih 
kecil dari batas toleransi, yakni  P > 0,05. Nilai r sebesar 0,999 menunjukkan tingkat 
hubungan kedua variabel tersebut tergolong sangat kuat  karena berada di batas 
toleransi 0,80 – 1,000.  Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “ Semakin baik 
peralatan kerja yang digunakan maka akan semakin tinggi  kinerja pegawai di Bagian 
Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa diterima.  
Hubungan variabel kesempatan karir  (X4) dengan kinerja pegawai Bagian 
Humas  (Y) disajikan pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.6. Hasil Analisis Regresi Linier Kesempatan Karir  (X3)  




r P Tingkat 
Hubungan 
Signifikansi 
Kesempatan Karir  
 
0,998 0,000 Sangat kuat   Signifikan 
(Sumber : Rekapitulasi dari Lampiran  olah data regresi linear) 
Berdasarkan  Tabel 4.6  menunjukkan bahwa variabel kesempatan karir  
memiliki hubungan yang signifikan secara linier  dengan kinerja pegawai Bagian 
Humas Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri   karena nilai p sebesar 0,000 lebih 
kecil dari batas toleransi, yakni  P > 0,05. Nilai r sebesar 0,998 menunjukkan tingkat 
hubungan kedua variabel tersebut tergolong sangat kuat  karena berada di batas 
toleransi 0,80 – 1,000.  Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Semakin tinggi 
kesempatan karir pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerja pegawai di Bagian 
Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa diterima. 
B.2  Analisis Multivariat 
Analisis multivariat dengan menggunakan regresi ganda (mutiple regression)  
digunakan untuk membuktikan hipotesisdengan variabel independen-nya lebih dari 1 
(satu). Analisis regresi ganda dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisa 
hubungan antara variabel-variabel independen pengetahuan tupoksi (X1), ketrampilan 
kerja  (X2), peralatan kerja (X3) dan kesempatan karir  (X4) dengan variabel 
dependen kinerja pegawai Bagian Humas (Y) secara bersama-sama.   Hasil analisis 
regresi ganda disajikan pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7. Hasil Rekapitulasi Analisis Regresi Ganda 
No Variabel Independen B Beta Sig. T 
1 Pengetahuan Tupoksi  0,173 0,030 0,003 
2 Ketrampilan Public Relations 0,310 0,252 0,033 
3 Peralatan kerja  -0,135 -0,157 0,637 
Kinerja =   -2,977 + 0,173 (Pengetahuan Tupoksi) + 0,310 (Ketrampilan P.R)  
                    -  0,0135  (Peralatan Kerja) + 0,617 (Kesempatan Karir) 
4 Kesempatan Karir  0,617 0,894 0,001 
5 Konstanta -2,977  0,000 
F = 5860,312         Sig. F = 0,000       R =0,999           R Square = 0,999 
(Sumber: Rekapitulasi  dari Lampiran Hasil Olah Data Regresi) 
Berdasarkan Tabel 4.7.  menunjukkan adanya  hubungan yang signifikan  
antara variabel-variabel independen pengetahuan tupoksi, ketrampilan kerja, 
peralatan kerja dan kesempatan karir dengan variabel independen kinerja pegawai 
bagian Humas Sekretariat daerah Kabupaten Wonogiri dengan nilai signifinasi F = 
0,000 yang berarti berada di bawah batas toleransi  P < 0,05 (5%) sedangkan kategori 
tingkat kekuatan dengan nilai R sebesar 0,999 tergolong memiliki korelasi sangat 
kuat yang berada diantara  batasan   0,80 – 1,00 . Dengan demikian hipotesis  yang 
menyatakan “Ada  hubungan  yang signifikan antara  variabel pengetahuan prosedur  
Tupoksi, keterampilan public relations, peralataan kerja dan kesempatan karir   
dengan variabel kinerja pegawai di Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
” terbukti atau bisa diterima. Dengan persamaan regresi    Y =  c  + aX1  + bX2  +  




Model persamaan regresi ganda tersebut menujukkan prediksi terhadap 
kinerja pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri.  Setiap  
peningkatan pengetahuan Tupoksi  sebesar 1 skor  akan meningkatkan koefisien  
kinerja pegawai Bagian Humas sebesar 0,173 dan setiap kenaikan  1 skor 
keterampilan public relations akan memberikan pengaruh terhadap koefisien  kinerja 
pegawai Bagian Humas  sebesar 0,310. Setiap penurunan 1 skor  peralatan kerja akan 
memberikan pengaruh terhadap koefisien  kinerja pegawai Bagian Humas  sebesar 
0,0135   dan setiap penambahan 1 skor kesempatan karir  akan memberikan pengaruh 
terhadap koefisien kinerja pegawai bagian Humas  sebesar 0,294.    
 Nilai R Square sebesar 0,999 mengindikasikan bahwa  variabel-variabel 
independen atau variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini (yakni  
variabel pengetahuan tupoksi (X1), keterampilan public relations (X2), peralatan 
kerja (X3) dan kesempatan karir X4)) mampu memprediksikan kinerja pegawai 
Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten Wonogiri sebesar  0,999 x 100% = 
99,9% berarti masih tersisa  sebesar 0,1% variabel lain di luar penelitian yang 
diprediksikan bisa berpengaruh terhadap kinerja pegawai Bagian Humas, Sekretariat 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan analisis penelitian  yang telah dilakukan  maka penulis 
bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut; 
1. Terdapat hubungan signifikan positif antara variabel pengetahuan tupoksi dengan 
variabel kinerja pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten 
Wonogiri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan dari nilai p sebesar 
0,015 yang berarti  lebih kecil dari batas toleransi   P > 0,05 dengan tingkat 
hubungan sedang (nilai r = 0,407) karena berada di batas toleransi 0,40 – 0,599.  
Sehingga hipotesis yang berbunyi “Semakin tinggi tingkat pengetahuan Tupoksi 
pegawai  maka akan semakin tinggi pula  kinerja pegawai di Bagian Humas, 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa diterima.  
2. Terdapat hubungan signifikan positif antara variabel keterampilan public 
relations  dengan variabel kinerja pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, 
Kabupaten Wonogiri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan dari nilai p 
sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas toleransi  P > 0,05 dengan tingkat 
hubungan yang tergolong sangat kuat (nilai r = 0,996 )  karena berada di batas 
toleransi 0,80 – 1,000.  Sehingga hipotesis yang berbunyi “Semakin tinggi tingkat 
ketrampilan public relations  maka akan semakin tinggi pula  kinerja pegawai di 
Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa diterima. 
 
3. Terdapat hubungan signifikan positif antara variabel peralatan kerja  dengan 
variabel kinerja pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten 
Wonogiri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan dari nilai p sebesar 
0,000 yang berarti lebih kecil dari batas toleransi  P > 0,05 dengan  tingkat 
hubungan yang tergolong  sangat kuat (r = 0,999)  karena berada di batas toleransi 
0,80 – 1,000.  Sehingga,  hipotesis yang berbunyi “ Semakin baik peralatan kerja 
yang digunakan maka akan semakin tinggi  kinerja pegawai di Bagian Humas, 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa diterima.  
4. Terdapat hubungan signifikan positif antara variabel kesempatan karir pegawai  
dengan variabel kinerja pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten 
Wonogiri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan dari nilai p sebesar 
0,000 yang berarti  lebih kecil dari batas toleransi P > 0,05 dengan tingkat 
hubungan tergolong sangat kuat (nilai r = 0,998) karena berada di batas toleransi 
0,80 – 1,000.  Sehingga,  hipotesis yang berbunyi “ Semakin baik peralatan kerja 
yang digunakan maka akan semakin tinggi  kinerja pegawai di Bagian Humas, 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri” terbukti atau bisa diterima.  
5. Terdapat   hubungan  yang signifikan positif  antara  variabel pengetahuan 
Tupoksi, keterampilan public relations, peralataan kerja dan kesempatan karir  
dengan variabel kinerja pegawai di Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan dari nilai signifinasi F 
= 0,000 yang berarti berada di bawah batas toleransi  P < 0,05 (5%) sedangkan 
kategori tingkat kekuatan dengan nilai R sebesar 0,999 tergolong memiliki 
korelasi sangat kuat yang berada diantara  batasan   0,80 – 1,00 . Dengan 
demikian hipotesis  yang menyatakan “Ada  hubungan  yang signifikan antara  
variabel pengetahuan prosedur  Tupoksi, keterampilan public relations, peralataan 
kerja dan kesempatan karir   dengan variabel kinerja pegawai di Bagian Humas, 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri ” terbukti atau bisa diterima. 
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan temuan-temuan dan kesimpulan hasil penelitian di atas maka 
saran-saran yang bisa diajukan adalah 
1. Berdasarkan hasil penelitian variabel-variabel pengetahuan tupoksi, ketrampilan 
public relations dan peralatan kerja secara signifikan berpengaruh secara positif 
terhadap kinerja pegawai Bagian Humas, Sekretariat Daerah, Kabupaten 
Wonogiri. Oleh karenanya  perlu diupayakan oleh pihak jajaran pimpinan di 
Bagian Humas untuk mengikutsertakan para pegawainya dalam pendidikan dan 
latihan kerja fungsional secara periodik agar bisa meningkatkan kepekaan dan 
keterampilan public relations setiap pegawai di Bagian Humas  
2. Kepala Bagian Humas hendaknya meminta  Bupati  melalui Sekretariat Daerah 
untuk  melakukan contracting out atau membuat MOU dengan Perguruan Tinggi, 
TVRI maupun TV swasta dan lembaga-lembaga  yang bergerak dibidang Public 
Relations lainnya untuk membuat program peningkatan kinerja teknis bidang 
kehumasan yang difokuskan pada penguasaan teknologi komunikasi yang paling 
mutakhir. 
3. Kepala Bagian Humas sudah saatnya untuk mengajukan permintaan pengadaan 
beberapa peralatan kerja yang masih minim yakni komputer yang bisa digunakan 
untuk mengedit film, LCD, handy camp serta perlengkapan peralatan sound 
system, audio visual dan pemancar radio FM yang mampu menjangkau semua 
wilayah yang terpencil di Wonogiri.   
4. Untuk menjamin kepastian pengembangan karir bagi pegawai Bagian Humas 
hendaknya Kepala Bagian Humas sudah saatnya menyusun indikator –indikator 
kinerja kehumasan agar bisa menjadi pedoman penilaian karir serta menjaga 
kualitas kinerja pegawai dalam sebuah program kaderisasi.  
5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan bidang kajian kinerja public 
relations di instansi publik atau pemerintah  hendaknya  variable-variabel  budaya 
organisasi, kepemimpinan, motivasi, usia dan masa kerja hendaknya dimasukkan 
sebagai variable independen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
